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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, sejak dihapuskannya sistem kepenjaraan dan diganti dengan 

sistem pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat 

mendidik. Dalam konsep pemasyarakatan terdapat keinginan atau tujuan luhur 

yaitu mendidik para narapidana yang selama ini dianggap tersesat, agar menjadi 

orang yang berguna bagi bangsa dan negara (Made Darma Weda, 1996: 12). Hal 

tersebut diwujudkan dengan adanya pembinaan narapidana. 

Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem yang 

dinamakan sistem pemasyarakatan. Pengaturan mengenai sistem tersebut 

diwujudkan pada tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 

undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:  

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga 

binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 

baik dan bertanggung jawab”.  

 

JE Sahetapi, dalam disertasinya yang dikutip oleh Made Darma Weda, 

memperkenalkan konsep pembebasan. Pembebasan di sini diartikan bahwa tujuan 

pemidanaan adalah membebaskan narapidana secara mental dan spiritual. Dengan 

tujuan pembebasan tersebut, narapidana seolah-olah mengalami kelahiran kembali 
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secara mental dan spiritual dan akan melepaskan segala cara pikir, kebiasaan, dan 

gaya kehidupan yang lama (Made Darma Weda, 1996: 123).  

Dengan melihat idealita tersebut dan membandingkannya dengan 

kenyataan di lapangan, ternyata masih ada mantan narapidana yang melakukan 

perbuatan pidana yang biasa kita sebut dengan residivis. Pembinaan yang 

diharapkan mengubah narapidana menjadi orang baik tetapi kenyataannya tidak 

serta merta demikian.  

Hal ini menjadi salah satu indikasi kurang berhasilnya pembinaan yang 

diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Hal lain yaitu fakta bahwa mantan 

narapidana seringkali diperlakukan tidak baik, dicurigai, diasingkan, sehingga 

seorang mantan narapidana tidak lagi betah dalam masyarakat, dan akhirnya 

kembali lagi melakukan kejahatan untuk dapat bergabung kembali dengan 

lingkungan lembaga pemasyarakatan. Terlebih, dengan adanya surat kelakuan 

baik untuk memperoleh pekerjaan, di mana dalam surat tersebut tercantum pernah 

tidaknya seseorang berurusan dengan polisi, merupakan hambatan tersendiri 

dalam rangka proses pemasyarakatan (Made Darma Weda, 1996: 123). 

Salah satu narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan 

pembinaan yang optimal adalah narapidana kasus narkotika. Di Indonesia, 

penyalahgunaan narkotika harus menjadi prioritas karena narkotika adalah musuh 

yang dapat merusak Bangsa Indonesia melalui generasinya. Seperti yang 

tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, sebagai berikut: 

“Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 

diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika 
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disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan 

dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau 

masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika 

disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat 

mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai 

budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan 

nasional.” 

 

Menurut Soedjono D, khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan 

narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun silam. Sekitar akhir tahun 

1970 awal 1971, masyarakat dikejutkan oleh berita-berita mass media tentang 

mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia (Sudarsono, 2004: 

66). Berdasarkan hasil riset Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan 

Universitas Indonesia, bahwa kasus pemakaian narkoba pelaku tingkat pendidikan 

Sekolah Dasar tahun 2007 berjumlah 12.305. Data ini sangat mengkhawatirkan, 

seiring meningkatnya kasus narkoba di kalangan usia muda dan anak-anak. 

Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup 

dan perilaku menyimpang atau tidak sehat. Hasil penelitian tentang 

penyalahgunaan narkoba di Indonesia (aspect demand reduction) tahun 2008 

disebutkan bahwa jumlah penyalahguna: 3,1–3,6 juta atau 1,9 % dari jumlah 

penduduk Indonesia. Terkait dengan generasi muda, tercatat bahwa kisaran usia 

penyalahguna antara 15-34 tahun. Data dan fakta hasil monitoring Badan 

Narkotika Nasional pada tahun 2008 dari 2-3 juta pengguna narkoba di Indonesia 

hanya sekitar 10 % saja yang ikut terapi (Disampaikan oleh Dra. Niniek Pudjiati, 

M.M pada acara Diklat Perguruan Tinggi Bebas Narkoba bagi Senat/BEM 19 

Oktober-23 Oktober 2009). 
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Data dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kasus narkoba di 

Polda DIY tahun 2009 berjumlah 168 kasus. Jumlah tersangka tahun 2009 

berjumlah 228. Jenis pekerjaan tersangka yaitu mahasiswa dengan jumlah 45 pada 

tahun 2008 adalah urutan kedua setelah swasta yang berjumlah 79. Rangking 

ungkap kasus Tindak Pidana Narkoba secara nasional tahun 2008, DIY 

menempati urutan ke-4 yaitu 16 kasus (Disampaikan oleh Kombes Pol. Drs. Edy 

Purwanto Dir. Narkoba Polda DIY pada acara Diklat Perguruan Tinggi Bebas 

Narkoba bagi Senat/BEM 19 Oktober-23 Oktober 2009). 

DIY yang menempati salah satu posisi daerah rawan penyalahgunaan 

narkoba tersebut, sebenarnya baru mempunyai lembaga pemasyarakatan yang 

khusus menangani penyalahgunaan narkotika pada tahun 2009 yaitu Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan tersebut 

diproyeksikan menjadi lembaga pemasyarakatan percontohan pembinaan 

naraidana kasus narkotika dengan menggabungkan unsur pemidanaan dan 

rehabilitasi medik. Seperti lembaga pemasyarakatan lainnya, Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta juga mengacu pada tujuan pemasyarakatan 

dengan melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Lapas 

Narkotika Yogyakarta yang telah melakukan pembinaan kepada narapidana pun, 

ternyata masih terdapat residivis. Jumlah residivis yang diketahui oleh petugas 

pemasyarakatan karena sebelumnya pernah menjadi warga binaan Lapas 

Narkotika berjumlah dua belas orang. Selebihnya diperkirakan ada, akan tetapi 

tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya (Disampaikan oleh Ihsan Udin, Staf 

Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 2011). 
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Banyak hal yang mengindikasikan kegagalan pembinaan narapidana 

dalam hal ini dilihat dari aspek yang mengakibatkan munculnya residivis. Fakta 

pertama dengan melihat adanya transaksi narkotika di dalam lembaga 

pemasyarakatan yang terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia. 

Hal ini tentu mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kurang efektifnya 

pembinaan narapidana yang dilakukan.  

Fakta berikutnya, menurut Andi Matalata, mantan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, tidak dibedakannya anak didik (korban) dan penjahat 

(bandar) dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta berpeluang 

terjadi residivis. Selama ini tidak bisa dibedakan mana tahanan/narapidana yang 

tergolong bandar atau hanya korban saja karena penahanannya masih dicampur. 

(Tempo Interaktif Yogyakarta, Selasa 28/4/2009). 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas 

pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui 

pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi (Dwidja Priyatno, 2006: 103). Oleh 

karena itu, lembaga pemasyarakatan adalah satu-satunya lembaga yang bisa 

secara langsung membina narapidana sehingga dibutuhkan pembinaan yang 

optimal untuk bisa memperbaiki narapidana tersebut. Akan tetapi dengan melihat 

kasus yang marak diberitakan di televisi, seperti transaksi narkotika di dalam 

lembaga pemasyarakatan, serta sipir penjara yang dapat dengan mudah disuap, 

seakan-akan meruntuhkan perjuangan pembinaan narapidana yang semakin nyata 

tidak menyadarkan bahkan berpeluang untuk melakukan kejahatan kembali 

karena tidak ada rasa bersalah sedikitpun. 
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Hal yang paling riskan adalah ketika mantan narapidana kembali ke 

masyarakat kemudian menghadapi realita yang ada di dalam masyarakat tanpa 

disertai keimanan yang kuat. Para mantan terpidana kasus narkotika berpeluang 

besar kembali ke komunitas pengguna maupun pengedar narkotika yang tentu saja 

dapat menjadikan mantan narapidana tersebut mengulang kejahatannya. Dalam 

kenyataan sosial itulah yang juga menentukan apakah mantan narapidana ini bisa 

berubah atau kembali melakukan kejahatan.  

Tidak adanya rasa bersalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, 

mengindikasikan bahwa moralitas narapidana kurang bisa tersentuh dengan 

pembinaan ketrampilan semata. Pelatihan kerja dan keterampilan dapat kurang 

efektif jika kecerdasan spiritual tidak ada. Jika terbentur dengan realita kehidupan 

sosial yang buruk, maka kecenderungan untuk melakukan perbuatan lagi 

(residivis) dapat muncul kembali. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwa mantan 

narapidana tidak mendapatkan penerimaan yang layak dari masyarakat umum.  

Mantan narapidana nyatanya tetap sulit diterima secara sosial oleh 

masyarakat. Tidak terjadi pemasyarakatan bagi mantan narapidana yang sudah 

keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kantor-kantor dan pabrik-pabrik tetap 

meminta surat keterangan berkelakuan baik dari polisi untuk pegawai barunya. 

Dengan demikian secara tidak langsung, pemerintah dalam sektor lain tidak 

berkesinambungan dengan tujuan pembinaan tersebut. Pembinaan dalam aspek 

pemberian keterampilan menjadi tidak dapat digunakan karena terbentur faktor 

lain dalam kenyataan di lapangan setelah narapidana tersebut bebas. Hal ini jika 
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tidak diimbangi dengan kualitas iman mantan narapidana tersebut maka mereka 

dapat dengan mudah mengulangi perbuatan pidana. 

Dalam buku Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja 

yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional dijelaskan bahwa penggunaan 

narkoba secara berulang kali dan terus menerus, akan menimbulkan ketagihan 

atau ketergantungan yang makin lama makin meningkat, baik jumlah narkoba 

yang diperlukan maupun jangka waktunya yang semakin pendek. Selaras dengan 

hal itu, Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 telah 

menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan 

narkotika dengan efek kecanduan atau ketergantungan tersebut hanya bisa dilawan 

oleh tekad kuat penggunanya sendiri. Untuk itu diperlukan keseriusan berupa 

tekad pribadi dari dalam. Aspek internal tersebut perlu perhatian khusus dengan 

pembinaan keagamaan. Hal ini pun dijelaskan dalam Pasal 57 undang-undang ini 

untuk menggunakan pendekatan keagamaan. 

Menurut Hans Kelsen, norma hukum lebih dekat dengan  norma agama 

dari pada norma moral karena norma keagamaan mengancam si pelanggar dengan 

hukuman oleh otoritas Tuhan. Namun sanksi yang ditetapkan oleh norma 

keagamaan memiliki karakter transendental, sanksi tersebut tidak diselenggarakan 

oleh masyarakat meski ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan 

mungkin lebih efektif daripada sanksi hukum. Namun efektivitasnya 



8 
 

 
 

mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari otoritas Tuhan 

(2006: 25). Oleh karena itu, pembinaan melalui pendidikan agama sebagai sarana 

menguatkan keyakinan terhadap Tuhan. Terapi keagamaan (psiko religius) 

terhadap para pasien penyalahguna/ketergantungan narkotika ternyata memegang 

peranan penting, baik dari segi pencegahan, terapi, maupun rehabilitasi. Pendapat 

Clinebel yang dikutip Dadang Hawari menyampaikan hasil penelitiannya yang 

berjudul The Role of Religion in the Prevention and Treatment of Addiction –The 

Growth and Concelling Perspectives pada tahun 1981, bahwa dari hasil 

penelitiannya itu ditemukan pada setiap diri manusia (meskipun ia atheis 

sekalipun) terdapat kebutuhan dasar spiritual. Pada waktu seseorang mengalami 

masalah kehidupan yang mengakibatkan dirinya mengalami stres karena tidak 

menemukan jalan keluar maka seringkali berlari ke narkoba (Dadang Hawari, 

2002: 124).  

Pendapat Soedjono. D yang dikutip Sudarsono, menjelaskan bahwa asas 

umum dalam penanggulangan kejahatan (crime prevention) yang banyak dipakai 

oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dari dua sistem 

yakni cara moralistik, dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, 

perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang 

nafsu untuk berbuat kejahatan (Sudarsono, 2004: 82). Hal tersebut dapat 

diwujudkan melalui pembinaan keagamaan. Di Indonesia, pembinaan keagamaan 

bagi narapidana sudah dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi perlu 

kita lihat lagi kualitas dan kuantitasnya. Sudah menjadi rahasia umum (dalam hal 
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ini Islam), mayoritas akan menggunakan porsi lebih banyak dalam alokasi 

pembinaan keagamaan pada saat bulan Ramadhan saja.  

J.E Sahetapy dan M Sholehuddin yang dikuti Dwidja Priyatno, menyatakan 

terkait pemidanaan dalam perspektif Pancasila, yang menjelaskan bahwa 

pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud 

pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang 

dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus 

diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat 

dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus 

berfungsi sebagai pembinaan orang yang dipidana dan mentransformasikan orang 

tersebut menjadi manusia religius (Dwidja Priyatno, 2006: 18).  

Untuk itu menjadi penting adanya optimalisasi pembinaan berbasis agama. 

Di Indonesia pun sudah ada pembinaan pada hal tersebut di lembaga 

pemasyarakatan, akan tetapi perlu adanya peninjauan ulang untuk perbaikan 

maupun penambahan kualitas maupun kuantitas pembinaan melalui pendidikan 

agama. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yakni sebagai 

berikut: 

1. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah rawan penyalahgunaan 

narkotika. 



10 
 

 
 

2. Pembinaan yang diharapkan mengubah narapidana menjadi orang baik tetapi 

kenyataannya di Lapas Narkotika Yogyakarta masih terdapat sebagian 

narapidana yang merupakan residivis. 

3. Perlakuan sosial terhadap mantan narapidana yang kurang baik 

mengakibatkan mantan narapidana berpeluang mengulang perbuatan pidana, 

4. Aspek kecanduan bagi pengguna narkotika dan lingkungan sosial para 

pengguna, pengedar maupun bandar yang sangat berpotensi bagi para mantan 

narapidana untuk kembali melakukan perbuatan pidana lagi. 

5. Moralitas narapidana yang kurang bisa tersentuh dengan pembinaan yang 

berupa pelatihan ketrampilan sehingga pelatihan kerja dan ketrampilan 

tersebut dapat kurang efektif jika kecerdasan spiritual tidak ada. 

6. Masih terjadi transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang 

berpeluang mengakibatkan munculnya residivis. 

7. Pembinaan keagamaan yang lebih diprioritaskan ketika bulan Ramadhan saja 

bagi agama Islam, sehingga masih diperlukan pembinaan yang lebih secara 

kualitas maupun kuantitas di luar bulan Ramadhan. 

8. Tidak dibedakannya anak didik (korban) dan penjahat (bandar) dalam 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta sehingga berpeluang terjadi 

residivis. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini 

untuk mempertajam penelitian agar lebih fokus, karena keterbatasan waktu dan 

keterbatasan biaya, serta lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Pembatasan 

masalah yang diambil adalah sebagai berikut : 

1. Pembinaan narapidana melalui pendidikan agama untuk mencegah munculnya 

residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. 

2. Kendala-kendala dalam pembinaan narapidana melalui pendidikan agama 

dalam upaya mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Yogyakarta. 

3. Upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dalam 

mengatasi kendala-kendala pembinaan narapidana melalui pendidikan agama 

sebagai upaya mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Yogyakarta. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembinaan narapidana melalui pendidikan agama dalam upaya 

mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta ? 
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2. Apa saja kendala dalam pembinaan narapidana melalui pendidikan agama 

dalam upaya mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Yogyakarta? 

3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dalam 

mengatasi kendala-kendala pembinaan narapidana melalui pendidikan agama 

sebagai upaya mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Yogyakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pembinaan narapidana melalui pendidikan agama sebagai upaya 

mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta. 

2. Mengetahui kendala-kendala dalam pembinaan narapidana melalui pendidikan 

agama sebagai upaya mencegah munculnya residivis di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. 

3. Mengetahui upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta 

dalam mengatasi kendala-kendala pembinaan narapidana melalui pendidikan 

agama sebagai upaya mencegah munculnya residivis di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti. Selain hal tersebut, diharapkan pula dapat memberikan kontribusi dan 

menambah referensi khasanah kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan di 

jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum khususnya ranah bidang hukum 

pidana dan moral untuk membentuk warga negara yang baik. Penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi 

penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, 

narapidana, dan lembaga pemasyarakatan.  

a) Manfaat bagi peneliti  

Penelitian ini sebagai salah satu sarana untuk berfikir ilmiah dan 

penerapan keilmuwan yang telah diperoleh di bangku kuliah agar dapat 

mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan 

hukum pidana dan moral. Sebagai calon guru Pendidikan Kewarganegaraan 

penelitian ini digunakan sebagai bekal untuk ikut berpartisipasi membentuk anak 

didik menjadi warga negara yang taat hukum dan bermoral. 
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b) Manfaat bagi narapidana 

Bagi narapidana, penelitian ini berguna sebagai motivasi untuk 

meningkatkan kualitas spiritual mereka agar dapat menghindari pengulangan 

perbuatan pidana. 

c) Manfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan 

Penelitian ini berguna sebagai masukan untuk menerapkan kebijakan-

kebijakan dalam hal pembinaan narapidana melalui pendidikan agama sebagai 

upaya mencegah  munculnya residivis. 

 

G. Batasan Pengertian 

Berbagai istilah dalam penelitian dapat menimbulkan bermacam-macam 

pengertian dan penafsiran, begitu pula istilah yang terdapat dalam penelitian yang 

berjudul “Pembinaan Narapidana melalui Pendidikan Agama Sebagai Upaya 

Mencegah Munculnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta”. Oleh karena itu, sebagai dasar pijakan peneliti agar lebih terfokus 

dan agar dapat mencegah bias persepsi, maka penulis merasa perlu menjelaskan 

istilah-istilah sebagai berikut. 

1. Pembinaan Narapidana  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 menyatakan bahwa 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 

jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.  
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2. Pendidikan Agama 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pendidikan agama 

adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya. Dalam penelitian ini yang dimaksud peserta didik adalah narapidana.  

3. Residivis  

Residivis adalah orang yang melakukan tindak kejahatan, telah dihukum, 

dan telah dijalani, kemudian melakukan tindakan kejahatan lagi (Sri Harini 

Dwiyatmi, 2006:63). Residivis adalah orang yang melakukan tindak pidana secara 

berulang-ulang yang telah menjalankan putusan pengadilan. Dalam penelitian, 

residivis yang dimaksud adalah orang yang mengulangi tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. 

4. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta 

Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika yang beralamat di Jalan Kaliurang Km. 17 Kelurahan 

Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Berdasarkan batasan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan 

“Pembinaan Narapidana melalui Pendidikan Agama Sebagai Upaya Mencegah 

Munculnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta” dalam 

penelitian ini adalah kegiatan untuk memperbaiki kualitas narapidana dalam 

pengetahuan agama dan pengamalan ajaran agamanya dalam upaya mencegah 
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munculnya pelaku pengulangan perbuatan pidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Yogyakarta.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan tentang Sistem dan Prinsip Pemasyarakatan 

1. Sistem Pemasyarakatan 

Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, SH yang dikutip Dwidja Priyatno 

tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap 

narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep 

pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi 

Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan 

bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem 

pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara 

dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina (Dwidja Priyatno, 

2006: 97-98).  

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting 

terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama 

kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat 

presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan 

Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam 

Pemasyarakatan Indonesia (Dwidja Priyatno, 2006: 98).  

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk 

melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 
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kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-

Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga 

dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 

jawab. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 

yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” pada Pasal 3 adalah pemulihan 

kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh 

Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak 

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem 

pemasyarakatan, narapidana, Anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan 

pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan 

ibadah (Dwidja Priyatno, 2006: 103-104). 

 

2. Prinsip Pemasyarakatan 

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas 

Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-

prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah 
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dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh 

rumusan. 

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah : 

 

a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup 

sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. 

b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara. 

c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan 

bimbingan 

d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau 

lebih jahat dari pada sebelum masuk lembaga. 

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga 

atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk 

pembangunan negara. 

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. 

h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 

meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana 

bahwa itu penjahat. 

i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan 

j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu 

hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. (Dwidja Priyatno, 

2006: 98-99) 

 

B. Tinjauan tentang Narapidana, Hak-Hak Narapidana dan Pembinaan 

Narapidana 

1. Pengertian Narapidana 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan 

di Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). 

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari 

manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau 

kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.Yang 

harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan 
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adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali 

perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, 

taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, 

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai (Dwidja 

Priyatno, 2006: 103). 

 

2. Hak-Hak Narapidana 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 

1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan pada Bab II mengenai hak dan kewajiban narapidana dan anak 

didik pemasyarakatan tercantum hak-hak narapidana sebagai berikut: 

a. Setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya 

b. Setiap Narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani 

c. Setiap Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. Setiap Narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak 

e. Setiap Narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada kepala LAPAS atas 

perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya 

f. Setiap Narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa 

sesuai aturan yang diatur oleh Kepala LAPAS 

g. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi 

h. Setiap Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat 

hukum atau orang tertentu lainnya 
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i. Setiap Narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik 

berhak mendapatkan remisi 

j. Setiap Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan 

asimilasi 

k. Setiap narapidana dapat diberikan cuti berupa cuti mengunjungi keluarga dan 

cuti menjelang bebas 

l. Setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat 

m. Setiap narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

n. Setiap narapidana mempunyai hak politik, hak memilih dan hak keperdataan 

lainnya. 

 

3. Pembinaaan Narapidana 

a. Pengertian dan Gambaran Umum Pembinaan Narapidana 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 menyatakan bahwa 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 

jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.  

Menurut Ruba’i Masruchin yang dikutip A.Fuad Usfa, teori pembinaan 

lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada 

tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya 

tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang 
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dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini 

tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak 

pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma 

hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih cenderunng untuk mematuhi 

norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki 

pelaku tindak pidana (A.Fuad Usfa, 2004: 143). Oleh karena itu, pembinaan 

narapidana dilaksanakan karena pembinaan narapidana adalah bagian dari 

rangkaian pemidanaan yaitu pidana penjara dalam arti (penghilangan 

kemerdekaan bergerak). 

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 

1995 Pasal 6 bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di 

Lapas. Selanjutnya dalam Pasal 7 dijelaskan pula bahwa pembinaan dan 

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan 

dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Dalam rangka penyelenggaraan 

pembinaan Warga Binaan Masyarakat, Menteri dapat mengadakan kerjasama 

dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau 

perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem 

pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 12 Tahun 1995  Pasal 9. 

 

b. Tujuan Pembinaan Narapidana 

Pembinaan narapidana adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang 

merupakan bagian akhir dari serangkaian pemidanaan. Oleh karena itu, sebelum 
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menjabarkan tujuan pembinaan narapidana, perlu diketahui tentang teori-teori 

pemidanaan sebagai dasar pembenaran sekaligus sebagai tujuan pemidanaan, 

yaitu antara lain :  

1) Teori Absolut atau teori pembalasan 

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa menurut teori 

absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu 

kejahatan atau tindak pidana (Dwidja Priyatno, 2006: 24). Teori ini biasa disebut 

juga dengan teori mutlak. Teori mutlak dengan pelopornya Hegel, Stahl, Van Bar, 

dan Kant berpendapat bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Artinya, utang 

darah harus dibayar dengan darah. Namun, kemudian terjadi perkembangan, tidak 

lagi utang nyawa dibayar dengan nyawa, melainkan dapat diganti dengan bentuk 

pidana lain yaitu penjara atau denda (Sri Harini Dwiyatmi, 2006: 62).  

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh 

tidak, tanpa tawar menawar (Dwidja Priyatno, 2006: 24). Sedangkan menurut 

Karl O. Cristiansen yang dikutip Dwidja Priyatno, ciri pokok atau karakteristik 

teori retributif (pembalasan) yaitu : 

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. 

b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. 

d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. 

e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan 

kembali si pelanggar (Dwidja Priyatno, 2006: 26). 
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2) Teori relatif atau teori tujuan 

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari 

keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai 

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk 

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan 

suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat 

(Dwidja Priyatno, 2006 : 25). 

Menurut Pellegrino Rossi yang dikutip Barda Nawawi Arief, sekalipun ia 

tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya 

pidana tidak boleh melalmpaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia 

berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan 

sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general (Muladi dan Barda 

Nawawi Arief, 2005: 19). 

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang dikutip Dwidja Priyatno, 

dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana 

dijatuhkan bukan quia peccatum est/karena orang membuat kejahatan melainkan 

ne peccatum/supaya orang jangan melakukan kejahatan (Dwidja Priyatno, 2006: 

25). Teori ini berpendapat bahwa orientasi penjatuhan pidana diarahkan untuk 

mendidik pelaku kejahatan agar berubah menjadi orang baik (Sri Harini 

Dwiyatmi, 2006: 62). 

Menurut Karl O. Cristiansen yang dikutip Dwidja Priyatno, ciri pokok atau 

karakteristik teori utilitarian (tujuan): 

a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) 
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b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. 

c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang 

memenuhi syarat untuk adanya pidana.  

d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk 

pencegahan kejahatan. 

e) Pidana melihat ke muka (bersifat) prospektif, pidana dapat 

mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun 

unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu 

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat 

(Dwidja Priyatno, 2006: 26) 

 

 

Peranan teori pencegahan (relatif) bagi terpidana, dimaksudkan agar tidak 

melakukan tindak pidana lagi meskipun sampai pada saat ini kita belum 

mengetahui efektifitas teori ini bagi narapidana. Sebab, yang sering kita saksikan 

adalah beberapa penjahat yang cukup meresahkan, ternyata masih didominasi 

penjahat-penjahat kambuhan (residivis) (Waluyadi, 2003: 75-76). 

 

3) Teori Gabungan (Vereningings Theorieen) 

Teori ini diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi,  pembalasan sebagai asas 

dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan 

yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh 

antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general 

(Dwidja Priyatno, 2006: 26-27). Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan dengan 

dasar pertimbangan memenuhi asas keadilan dan mempertahankan kesejahteraan 

masyarakat, disamping hukuman juga berfungsi untuk menakuti dan memperbaiki 

pelaku serta demi kepentingan umum. Indonesia menganut teori ini (Sri Harini 

Dwiyatmi, 2006: 62). Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan dari kedua 
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teori. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah 

untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 

pribadi si penjahat.  

Dengan menelaah teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pemidanaan yaitu sebagai berikut: 

a) Menjerakan penjahat 

b) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat 

c) Memperbaiki pribadi si penjahat (Laden Marpaung, 2008: 107) 

 

4) Teori tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dan sistem Pancasila) 

Teori ini diperkenalkan oleh Muladi sebagai usulan pemidanaan yang 

tepat dipergunakan di Indonesia.  

Menurut Muladi yang dikutip Dwidja Priyatno: 

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat 

dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak 

asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan 

fungsional, diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat 

mendasar terhadap dampak pemidanaan, yang bersifat individu maupun 

sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk 

memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat 

mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan 

yang diakibatkan oleh tindak pidana/individual and social damages 

(Dwidja Priyatno, 2006: 27). 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:  

“Salah satu pokok pemikiran tentang pidana dan pemidanaan dalam 

pokok-pokok pemikiran dalam aturan umum konsep rancangan KUHP 

Baru, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan 

pemidanaan. Konsep bertolak  dari keseimbangan dua sasaran pokok, 
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yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu 

pelaku tindak pidana“ (Barda Nawawi Arief, 2002: 88). 

 

5) Teori Pembinaan 

Menurut Ruba’i Masruchin yang dikutip A.Fuad Usfa, teori pembinaan 

lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada 

tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya 

tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang 

dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini 

tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak 

pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma 

hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih cenderunng untuk mematuhi 

norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki 

pelaku tindak pidana (A.Fuad Usfa, 2004: 143). 

Selanjutnya, secara formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Indonesia tidak dijumpai aliran mana yang dianut. Dalam hal ini Oemar Seno Aji 

yang dikutip A. Fuad Usfa mengemukakan, bahwa perundang-undangan sendiri 

dalam KUHP tidak memberikan suatu teori hukum pidana sebagai dasar 

pemidanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa ia memberikan kebebasan pada 

hakim teori manakah yang hendak digunakan dalam penetapan pidana (A.Fuad 

Usfa, 2004: 143). 

Di Indonesia tidak secara pasti menggunakan salah satu teori tersebut 

karena dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. 

Namun demikian, pembinaan narapidana adalah bagian dari rangkaian 
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pemidanaan yaitu pidana penjara dalam arti (penghilangan kemerdekaan 

bergerak) yang dasar pembenaran maupun tujuannya bisa mengacu pada teori 

tersebut. Dwidja Priyatno mengemukakan tujuan pemidanaan adalah untuk 

memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana 

(Dwidja Priyatno, 2006: 28). Adapun tujuan pembinaan telah termaktub dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Ketentuan Umum Bab 

1 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.  

 

c. Jenis-jenis Pembinaan Narapidana 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa 

program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan 

pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pada Pasal 3 di jelaskan bahwa: 

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: 

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara 

c. Intelektual 

d. Sikap dan perilaku 

e. Kesehatan jasmani dan rohani 

f. Kesadaran hukum 

g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat  

h. Ketrampilan kerja 

i. Latihan kerja dan produksi  
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Pendidikan agama yang dimaksud dalam penelitian ini menempatkan 

narapidana sebagai peserta didik. Pendidikan agama merupakan implementasi dari 

pembinaan kepribadian yang berwujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

sikap dan perilaku, serta kesehatan rohani yang telah disebutkan dalam peraturan-

peraturan di atas, yang semuanya mengacu pada nilai-nilai agama. 

 

C. Tinjauan tentang Residivis 

1. Pengertian Residivis 

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan 

perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi 

pidana disebut recidivis. Istilah recidive itu menunjuk kepada kelakuan 

mengulangi perbuatan pidana, sedangkan residivis itu menunjuk kepada orang 

yang melakukan pengulangan perbuatan pidana (Aruan Sakidjo dan Bambang 

Poernomo, 1990: 181). 

Pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama 

mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang 

telah memidana pembuat delik (Zainal Abidin Farid, 2007 : 429). 

Sedangkan, residivis adalah orang yang melakukan tindak kejahatan, telah 

dihukum, dan telah dijalani, kemudian melakukan tindakan kejahatan lagi. 

Biasanya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus residive lebih berat. Residive ini 

diatur pada pasal 486, 487 dan 488 KUHP (Sri Harini Dwiyatmi, 2006:63). 

Syarat-syarat adanya residive adalah sebagai berikut : 

a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim 

kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal 
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itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari presiden atau 

dilepaskan dengan syarat.  

b. Jangka waktu residive adalah 5 tahun. Bilamana pada waktu terpidana 

melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia 

menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah 

dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia 

ditiadakan pidananya, maka tidak terdapat dasar untuk menetapkan 

adanya residive (Zainal Abidin Farid, 2007 : 432). 

 

Dalam peraturan KUHP ketentuan recidive itu merupakan dasar 

pemberatan pidana. Makna perbuatan recidive atau mengulangi perbuatan pidana 

sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap 

karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu (Aruan Sakidjo 

dan Bambang Poernomo, 1990: 181). 

 

2. Jenis-jenis residive 

Perbuatan recidive diatur dalam Pasal 486-488 Bab XXXI, Buku II Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut doktrin yang menganut ajaran recidive, 

dilihat dari sudut sifat pemberatan pidana itu dapat digolongkan menjadi: 

a. General recidive atau recidive umum 

Perbuatan yang termasuk general recidive adalah apabila seseorang 

melakukan kejahatan terhadap kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka 

apabila setelah bebas menjalani pidananya kemudian ia melakukan kejahatan lagi 

yang dapat merupakan bentuk kejahatan macam apa pun, hal ini dapat 

dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana karena telah 

melakukan recidive (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990: 182).  
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b. Speciale recidive atau recidive khusus 

Dalam hal ini berlaku spesial recidive yaitu apabila seseorang melakukan 

kejahatan, dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian 

ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang 

pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan 

dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan atas dirinya (Aruan Sakidjo dan 

Bambang Poernomo, 1990: 182). 

c. Tussen stelsel  

Tussen stelsel dapat terjadi apabila seseorang melakukan kejahatan, 

misalnya pencurian, setelah diputus dengan dijatuhi pidana dan bebas menjalani 

pidananya kembali ditengah masyarakat, kemudian ia mengulangi perbuatan 

pidana lagi yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang, misalnya 

penggelapan atau penipuan, maka untuk perbuatan pidana yang diputus kemudian 

itu dapat diperberat (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990: 183).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta. Dasar pertimbangan tempat penelitian dilaksanakan di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Yogyakarta merupakan lembaga pemasyarakatan untuk narapidana 

sejenis yaitu kasus narkotika yang pertama di Indonesia sekaligus menjadi 

lembaga pemasyarakatan percontohan, akan tetapi masih terdapat sebagian 

narapidana yang merupakan residivis. Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan 

Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2011. 

 

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, 

atau keadaan). Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang 

seteliti mungkin tentang manusia atau suatu keadaan (Rianto Adi, 2004: 58).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendapat Bogdan dan 

Tylor yang dikutip Margono, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati (Margono, 2005: 36). Menurut Kirk dan Miller 
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yang dikutip Margono, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya (Margono, 2005: 36). 

Dalam penelitian ini dideskripsikan fakta-fakta terkait dengan pembinaan 

narapidana melalui pendidikan agama dalam upaya mencegah munculnya 

residivis, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan tersebut, serta upaya 

yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam mengatasi 

kendala yang muncul dalam pembinaan tersebut. 

 

C. Penentuan Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive yaitu pengambilan subjek penelitian ditetapkan secara sengaja oleh 

peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal, 

1995: 67). Kriteria yang ditentukan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah 

petugas lembaga pemasyarakatan dan/atau pembina keagamaan yang mempunyai 

tugas berkaitan dengan pembinaan keagamaan di Lapas Narkotika Yogyakarta. 

Adapun subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria di atas yaitu : 

1) Kepala Lapas Narkotika Yogyakarta 

2) Kasubsi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan 

3) Seorang Staf  Kasubsi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan di Bidang 

Kerohanian  
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4) Seorang Staf Kasubsi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan di Bidang 

Konseling 

5) Tiga orang Pembina Keagamaan  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi (pengamatan) yaitu mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal 

ini panca indra manusia (penglihatan) dan pendengaran diperlukan untuk 

menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi kemudian dicatat dan 

selanjutnya dianalisis. Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau 

deskripsi mengenai perilaku tersebut serta memahami perilaku tersebut atau hanya 

ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian (Rianto Adi, 2004: 70). Dalam 

penelitian ini yang diamati adalah pelaksanaan pembinaan narapidana melalui 

pendidikan agama yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dan/atau 

Pembina Keagamaan. 

 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data (subjek penelitian). Wawancara dilakukan 

secara langsung yakni dengan cara face to face, artinya peneliti (pewawancara) 
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berhadapan langsung dengan subjek penelitian, untuk menanyakan secara lisan 

hal-hal yang diinginkan, dan jawaban subjek penelitian dicatat oleh pewawancara. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka yakni 

pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan oleh peneliti. Dalam hal ini 

responden diberi kebebasan penuh untuk menjawab (Rianto Adi, 2004: 82). 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan jawaban yang 

berkaitan dengan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama dalam upaya 

mencegah munculnya residivis, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan 

tersebut, serta upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

dalam mengatasi kendala yang yang muncul dalam pembinaan tersebut. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, tanskrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Selain itu menurut Lexy J. Moleong, 

dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mempelajari arsip atau 

dokumen-dokumen yaitu setiap bahan, tertulis baik internal maupun eksternal 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari dokumen tersebut dilakukan 

kajian isi, sehingga diperoleh pemahaman melalui usaha memperoleh 

karakteristik pesan (Lexy J. Moleong, 2007: 163). 

Dokumen yang dihimpun terkait dengan pembinaan narapidana melalui 

pendidikan agama dalam upaya mencegah munculnya residivis, antara lain 

struktur organisasi Lapas Narkotika Yogyakarta, data penghuni Lapas Narkotika 
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Yogyakarta, program pembinaan keagamaan, jadwal pembinaan keagamaan,  

dokumen foto kegiatan dan surat-surat yang terkait dengan kegiatan pembinaan 

keagamaan. 

 

E. Teknik Keabsahan Data 

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

maka dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan 

data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian 

dengan kenyataan di lapangan. Lincoln dan Guba (Lexy J. Moleong, 2007: 175) 

untuk memeriksa data pada penelitian kualitatif deskriptif antara lain digunakan 

taraf kepercayaan data (credibility). Teknik yang digunakan untuk melacak 

kredibilitas dalam penelitian ini yaitu Teknik Triangulasi (Triangulation). Teknik 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu (Lexy J. Moleong, 2007: 178). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi metode yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan 

data hasil pengamatan pelaksanaan pembinaan keagamaan oleh Petugas 

Pemasyarakatan dan/atau Pembina Keagamaan kepada para narapidana dengan 

data hasil wawancara kepada subjek yang karena kedudukannya mengetahui hal-

hal terkait dengan pembinaan keagamaan, serta dokumen yang berupa struktur 

organisasi Lapas Narkotika Yogyakarta, data penghuni Lapas Narkotika 

Yogyakarta, program pembinaan keagamaan, jadwal pembinaan keagamaan,  
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foto-foto kegiatan dan surat-surat yang terkait dengan kegiatan pembinaan 

keagamaan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data induktif yaitu dari hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang 

umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. 

Langkah-langkah yang ditempuh yaitu: 

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada 

awal misalnya: melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan, 

pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat 

ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi 

merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar 

mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyangsikan data yang 

diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih 

mengetahui (Basrowi & Suwandi, 2008: 209). 

Data yang dihasilkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah 

data mentah sehingga peneliti akan melakukan pemilihan data yang relevan 
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dengan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama dalam upaya mencegah 

munculnya residivis, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan tersebut, 

serta upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam 

mengatasi kendala yang yang muncul dalam pembinaan tersebut. 

 

2. Kategorisasi data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi 

dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data yang diperoleh 

disederhanakan dan disusun secara sistematis ke dalam kategori dengan sifat 

masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya 

penting dan pokok. Sehingga data dapat memberi gambaran penelitian yang jelas. 

Dalam penelitian ini data yang dikategorisasikan adalah data yang terkait 

dengan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama dalam upaya mencegah 

munculnya residivis, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan tersebut, 

serta upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam 

mengatasi kendala yang yang muncul dalam pembinaan tersebut. 

 

3. Display data 

Display data adalah penyajian data ke dalam matriks yang sesuai. Display 

data yang dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh telah 

dikategorisasi kemudian disajikan ke dalam narasi konstruktif yang berupa 

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data 
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dalam bentuk narasi dimaksudkan untuk menginterpretasi data secara sistematis 

untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan (Burhan Bungin, 2003: 70). 

Dalam penelitian ini data yang disajikan adalah data yang terkait dengan 

pembinaan narapidana melalui pendidikan agama dalam upaya mencegah 

munculnya residivis, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan tersebut, 

serta upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam 

mengatasi kendala yang yang muncul dalam pembinaan tersebut. 

 

4. Pengambilan kesimpulan 

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proporsi yang terkait dengan 

prinsip logika, mengangkatnya menjadi temuan penelitian, kemudian dilanjutkan 

dengan mengkaji dan menganalisis secara berulang-ulang terhadap data yang ada. 

Penarikan kesimpulan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian 

kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal 

yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban 

dari permasalahan dalam penelitian ini.  

Dalam penelitian ini data yang akan disimpulkan adalah data yang terkait 

dengan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama dalam upaya mencegah 

munculnya residivis, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembinaan tersebut, 

serta upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam 

mengatasi kendala yang yang muncul dalam pembinaan tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta 

1. Sejarah Berdiri, Lokasi dan Sekilas Tentang Lembaga Pemasyarakatan  

Narkotika Yogyakarta 

Latar belakang berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa penyalahgunaan napza merupakan tindak pidana yang memerlukan 

penanganan serius dan terpadu 

b.  Bahwa penanganan korban napza masih dilakukan secara parsial (aspek 

hukum, medis, sosial, spiritual). 

c. Bahwa agar supaya efektif dan efisien perlu ada Pusat Rehabilitasi Korban 

Penyalahgunaan napza secara terpadu. 

(Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prop DIY dengan Depkumham tentang 

Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza 

Terpadu Propinsi DIY, tanggal 14 Oktober 2005). 

Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut adalah dibangun Lapas Narkotika 

Yogyakarta secara bertahap mulai tahun 2006 yang berlokasi di Jalan Kaliurang 

Km. 17  Pakem, Sleman, DIY (belakang RS. Grhasia). Biaya pembangunan 

sepenuhnya dari APBN. Status tanah yang digunakan adalah Sultan Ground 

dengan luas tanah: 30.170 m2, luas bangunan: 8.579,46 m2. Kapasitas hunian 

adalah 474 orang. 



41 
 

 
 

Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ini dibangun dengan 

maksud sebagai kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pusat Rehabilitasi 

Korban Penyalahgunaan Napza Terpadu Propinsi DIY, serta bertujuan 

memberikan jaminan paripurna kepada korban secara terpadu melalui aspek 

hukum, medis, sosial, spiritual, pengembangan pendidikan, pelatihan pencegahan, 

dan penanggulangan penyalahgunaan secara terpadu. Hal ini meliputi : 

a. Pembangunan dan pengelolaan Lapas Narkotika Yogyakarta 

b. Pusat rehabilitasi medis korban 

c. Pusat diklat penanggulangan/penyalahgunaan  

Dasar hukum Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan NarkotikaYogyakarta:  

a. Undang-Undang  No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  

c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Sekarang sudah tidak 

berlaku, diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika) 

d. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

e. Peraturan Pemerintah  No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

f. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama 

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

g. Kepres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional 
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h. Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan, Pencegahan dan Peredaran 

Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya 

i. Permen Koordinasi Bidang Kesra Selaku Ketua KPA Nasional No. 

02/PER/MENKO/KESRA/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan 

HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika 

Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik 

j. Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. M.04.PR.07.03/07 tentang 

Pembentukan Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta 

 

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  

a. Visi. 

       Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan 

Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang 

Maha Esa (membangun manusia mandiri). 

b. Misi 

Melaksanakan pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan 

dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba. 

c. Tujuan 

1) Memberikan pembinaan paripurna kepada Warga Binaan Pemasyarakatan 

secara  terpadu melalui aspek, hukum, medis, sosial, dan spritual. 
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2) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,  

menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat. 

d. Sasaran 

1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Kualitas intelektual 

3) Kualitas sikap dan perilaku 

4) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani  

5) Kualitas profesional  

 

 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta dibentuk 

berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

B/86/M.PAN/1/2007 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 

M.04-PR.07.03 Tahun 2007, tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembentukan 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Yogyakarta dan Tanjung Pinang. Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta merupakan salah satu lembaga 

pemasyarakatan yang khusus menangani perkara-perkara narkotika, yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
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Pembinaan yang dimaksud diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan 

kemandirian, yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : 

a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara; 

c. Intelektual; 

d. Sikap dan perilaku; 

e. Kesehatan jasmani dan rohani; 

f. Kesadaran hukum 

g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat 

h. Keterampilan Kerja; dan 

i. Latihan kerja dan produksi; 

(Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999) 
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3. Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Bagan struktur organisasi Lapas Narkotika Yogyakarta 

 

Sumber: Arsip Kasubag Tata Usaha Lapas Narkotika Yogyakarta 

 

 

Lebih lanjut akan dijelaskan seperti berikut ini. 

a. Jumlah Pegawai 93 orang, dengan perincian sebagai berikut : 

1) Tingkat Pendidikan : 

a) SMA  : 76 (tujuh puluh enam) Orang  

b) S1      : 14 (empat belas) Orang  

c) S2      :   3 (tiga) Orang  

KALAPAS 

KASI KEGIATAN 

KERJA 

 

KA. KPLP KASI BINADIK KASI 

ADMINISTRASI 

KAMTIB 

RM. DWI 

ARNANTO, 

SH.,MH 

NIP. 19730909 

199703 1 001 

KAUR UMUM KAUR KEPEG & 
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KASUBAG TU 

KASUBSI BIMKER 

& PHK 

SUSILO,AKS 

     NIP.19630215 

198803 1 002 

KASUBSI 

REGISTRASI 

TRI 

SUWARNO,S.Pd.,

MA 

NIP. 040 068 481 

KASUBSI KEAMANAN 

KASUBSI SARANA 

KERJA 

Drs. NGATIMAN 

NIP. 19590318 

198103 2 001 

KASUBSI 

BIMKEMASWAT 

UNDANG 

YUSIANA, Amd.IP 

NIP. 19750115 

199703 1 001 

KASUBSI PELATIB 

 

NIP. 19620921 

198303 1 001 

RUPAM I, 

II, III, IV 
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2) Jenis Kelamin : 

a) Laki-laki  : 85 (delapan puluh lima) Orang  

b) Wanita      :   8 (delapan) Orang. 

3) Golongan Kepangkatan : 

a) Golongan IV     :    1 (satu) Orang  

b) Golongan III      :  18 (delapan belas) Orang  

c) Golongan II       : 74 (tujuh puluh empat) Orang  

 

b. Pelaksana tugas 

Sebagai pelaksana tugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta terdiri dari sub bagian/seksi sebagai berikut : 

1) Sub Bagian Tata Usaha 

Dalam menjalankan tugas dalam bidang administrasi, Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta dibantu oleh seorang Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha yang bertugas mengurusi Kepegawaian dan Keuangan serta 

Umum. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan 

Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, yang tugas-tugas/kegiatan 

kedinasannya sebagai berikut : 

a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan  

(1) Kepegawaian : 

(a) Mengerjakan surat keluar di lingkungan Kepegawaian 

(b) Membuat presensi/daftar hadir dan rekap daftar hadir untuk pengajuan 

uang makan 
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(c) Membuat laporan bulanan kepegawaian 

(d) Melayani dan mengontrol pengajuan cuti pegawai 

(e) Menata arsip kepegawaian 

(f) Mengerjakan laporan Sistem Akuntansi Instansi 

(g) Membuat surat keputusan serta jadwal perwira dan pemimpin apel 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(a) Untuk memberikan laporan atau menjawab surat-surat masuk. 

(b) Mengetahui kehadiran/kewajiban pegawai serta untuk memenuhi hak 

pegawai  

(c) Tertib administrasi kepegawaian dan untuk mengetahui adanya perubahan 

data kepegawaian. 

(d) Agar permohonan cuti terlaksana sebagaimana ketentuan yang berlaku.  

(e) Untuk memudahkan dalam pencarian berkas kepegawaian 

(f) Sistem Akuntansi Instansi dapat diselesaikan tepat waktu 

(g) Terlaksananya kegiatan apel tertib dan lancar 

 

(2) Keuangan : 

(a) Membuat pengajuan gaji, uang makan dan honor 

(b) Melaksanakan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin 

(c) Melaksanakan pemotongan pajak setiap pengeluaran sesuai ketentuan 

yang berlaku 

(d) Membuat laporan keadaan kas 
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(e) Membuat laporan penggunaan anggaran rutin maupun proyek sesuai bukti 

pengeluaran 

(f) Membuat SKPP 

(g) Mengerjakan Rencana Penarikan Anggaran Tahunan dan Mingguan 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(a) Terpenuhinya hak pegawai 

(b) Realisasi anggaran yang baik 

(c) Tertib administrasi keuangan terhadap aturan yang berlaku 

(d) Melaporkan keadaan kas yang ada 

(e) Tertib administrasi laporan keuangan 

(f) Terpenuhinya hak pegawai yang mutasi 

(g) Terpenuhinya Tertib Pengelolaan Anggaran 

 

b) Urusan Umum 

(1) Pengagendaan surat keluar dan surat masuk dan penomoran surat keluar 

(2) Pengiriman surat keluar ke instansi terkait 

(3) Mengklasifikasikan kendali surat dan dokumentasi 

(4) Pendistribusian surat masuk pelaksanaan tugas sehari-hari 

(5) Membuat dan menyusun laporan bulanan 

(6) Menyelenggarakan sarana kerja ATK dan ARTK dan pendistribusiannya  

(7) Menyelenggarakan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung kantor dan 

rumah dinas serta kendaraan dinas. 

(8)  Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, telepon,      
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      listrik/lampu, air dan kebersihan ruangan 

(9) Pengadministrasian barang persediaan 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(1) Tata tertib administrasi tata persuratan 

(2) Penyampaian data-data kedinasan antar instansi lebih cepat 

(3) Agar mudah dalam melacak keberadaan surat dan pengarsipan 

(4) Agar pelaksanaan tugas lancar dan cepat diselesaikan 

(5) Melaporkan kegiatan kedinasan kantor (Laporan Bulanan) secara rutin 

(6) Kebutuhan alat tulis, sarana kerja dan alat rumah tangga kantor menjadi 

lancar 

(7) Kemudahan pelaksanaan tugas kantor 

(8) Pelayanan daya dan jasa agar tetap tersedia dengan baik dan siap saat 

akan digunakan 

(9) Tertib administrasi pelaporan dalam Simak BMN 

 

2) Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik 

Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Yogyakarta terdiri dari : 

a) Subseksi Registrasi 

(1) Menerima tahanan dan narapidana baru 

(2) Mengerjakan pengalihan jenis tahanan 

(3) Melaksanakan perhitungan penahanan 

(4) Membuat laporan mingguan, bulanan dan triwulan 



50 
 

 
 

(5) Melayani kunjungan warga binaan sesuai jadwal dan mencatat dalam 

buku Register E 

(6) Melaksanakan tertib administrasi napi dan tahanan 

(7) Melayani Hakim Pengawas 

(8) Koordinasi dengan Bapas yang berkaitan dengan Litmas dan 

berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri dengan narapidana yang masih 

memiliki perkara lain 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(1) Tertib pencatatan dalam buku register dengan jenis tahanan termasuk 

titipan dalam Register D 

(2) Tertib pencatatan pengalihan sesuai dengan jenis tahanan termasuk buku 

back up 

(3) Untuk memindahkan jenis tahanan ke narapidana sesuai lama pidananya 

(4) Melaporkan keadaan isi lapas setiap minggu, bulan dan triwulan 

(5) Interaksi sosial warga binaan dengan keluarga atau saudara 

(6) Untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas 

(7) Memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan 

(8) Meningkatkan pembinaan berupa usulan CB, CMB dan PB berjalan 

lancar, serta persyaratan administratif usulan CB, CMB dan PB terpenuhi.  

 

b) Subseksi Bimkemaswat 

(1) Melaksanakan timbang terima bahan makanan dari pemborong 

(2) Mempersiapkan dan mengelola bahan makanan. 
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(3) Menyajikan menu makanan / minuman sesuai jadwal menu 10 hari serta 

melakukan pendistribusian menu makanan pada tahanan dan narapidana. 

(4) Membuat bon manage. 

(5) Membuat laporan harian, bulanan, triwulan. 

(6) Melaksanakan penyimpanan beras, bahan makanan, tabung LPG, 

peralatan pada tempat yang telah disediakan. 

(7) Menjalin kerjasama dengan kantor DOLOG dalam hal penyediaan dan 

penyimpanan beras.  

(8) Melakukan pengawasan dan pembimbingan napi tamping dapur dalam 

melaksanakan tugas memasak di dapur. 

(9) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada warga binaan 

(10) Pemberian alat perlengkapan kebutuhan warga binaan antara lain: sabun 

mandi, shampoo, pasta gigi, dll. 

(11) Pemeriksaan terhadap tahanan baru. 

(12) Sholat Dzuhur dan sholat Jumat berjamaah dilanjutkan ceramah agama 

setiap hari dengan imam dari Penyuluh Departemen Agama. 

(13) Pembinaan agama (ceramah dan tanya jawab); Agama Islam 

dilaksanakan setiap hari, Agama Kristen setiap hari Selasa dan Kamis. 

(14) Olahraga (senam) setiap hari. 

(15) Pelayanan perpustakaan setiap hari. 

(16) Membuat laporan harian, bulanan dan triwulanan untuk Dapur, 

Poliklinik. 
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Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(1) Timbang terima bahan makanan berjalan dengan baik. 

(2) Pelaksanaan persiapan sampai pengolahan bahan makanan berjalan baik 

dan memenuhi standar gizi, kalori,dan cita rasa. 

(3) Pelaksanaan penyajian menu makanan / minuman sesuai jadwal menu 10 

hari serta pendistribusian menu makanan dan minuman pada narapidana 

dan tahanan dapat berjalan dengan baik, dapat diterima dan dirasakan 

semua warga binaan dengan baik. 

(4) Bon manage berjalan dengan baik. 

(5) Pembuatan laporan berjalan dengan baik. 

(6) Penyimpanan beras, bahan makanan, tabung gas, peralatan dapur semua 

dalam keadaan baik dan aman. 

(7) Kerjasama dapat berjalan dengan lancer dan terkendali. 

(8) Keadaan dapur aman dan napi tamping dapur dapat melakukan tugas 

dengan penuh tanggungjawab dan dengan kerjasama yang baik. 

(9) Kesehatan warga binaan terpantau dengan baik. 

(10) Kebutuhan warga binaan terpenuhi sesuai stok barang yang ada. 

(11) Dapat mengetahui sedini mungkin kelainan kesehatan yang ada pada 

warga binaan baru. 

(12) Menanamkan kedisiplinan dalam sholat serta dalam kehidupan. 

(13) Peningkatan nilai ibadah dan keimanan. 

(14) Meningkatkan derajad kesehatan jasmani warga binaan. 

(15) Menumbuhkembangkan minat baca dan meningkatkan pengetahuan. 
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(16) Tertib administrasi pelaporan kegiatan pembinaan dan kesehatan 

 

3) Seksi Kegiatan Kerja 

Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 

Yogyakarta terdiri dari : 

a) Subseksi Sarana Kerja  

(1) Membuat dan menyusun Laporan Bulanan dan Laporan Bulanan 

(2) Menginventarisasi bahan, sarana/peralatan kerja yang diperlukan 

(3) Menyiapkan/mengeluarkan bahan, sarana/peralatan kerja sesuai dengan 

kebutuhan dengan berita acara yang telah dipergunakan. 

(4) Menyimpanan bahan, sarana/peralatan kerja yang telah dipergunakan 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(1) Tertib administrasi alat-alat/sarana kerja yang diperlukan 

(2) Mendata alat-alat sarana peralatan yang telah dimiliki 

(3) Tersediannya bahan, sarana/peralatan kerja 

(4) Perawatan sarana/peralatan dan bahan-bahan untuk kegiatan selanjutnya. 

 

b) Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja 

(1) Menyusun Laporan Bulanan 

(2) Memberikan pembinaan ketrampilan anyaman bambu, pertukangan 

/perkayuan 

(3) Budidaya perikanan darat dengan terpal (ikan lele) 

(4) Budidaya Perkebunan dilahan dalam Lapas 
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(5) Memberikan pembinaan ketrampilan paving blok dan las 

(6) Mendatangkan instruktur/pelatihan disetiap kegiatan ketrampilan 

(7) Mengolah/pemasaran hasil kerja narapidana 

(8) Mengawasi dan mengontrol narapidana dalam kegiatan ketrampilan 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(1) Tertib administrasi pelaporan kegiatan bimbingan/kegiatan kerja pada 

WBP 

(2) Memiliki ilmu ketrampilan yang bermanfaat 

(3) Pelatihan ketrampilan dengan pemanfaatan lahan yang terbatas 

(4) Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berkebun 

(5) Memiliki ketrampilan yang dapat menjadi bekal hidup setelah bebas 

(6) Menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan mutu/kualitas produksi 

(7) Memberikan penghargaan terhadap WBP melalui premi dan disetor 

sebagai PNBP. 

(8) Agar dalam bekerja dapat tertib dan berjalan dengan lancar 

 

4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib  

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta terdiri dari : 

a) Subseksi Keamanan 

(1) Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana keamanan 

(2) Membuat jadwal tugas penjagaan dengan berkoordinasi dengan Ka. 

KPLP 
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(3) Melakukan control keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

(4) Melakukan penggeledahan insidentil bersama Tim Penggeledahan 

(5) Melaksanakan tugas kebersihan lingkungan paviliun dan sekitarnya 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(1) Agar sarana dan prasarana tetap ketersediaan berguna sebagaimana 

fungsinya 

(2) Terciptanya pelaksanaan tugas penjagaan yang tertib dan disiplin 

(3) Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif 

(4) Pemeriksaan dan pengawasan WBP terhadap barang-barang yg tidak 

diperkenankan 

(5) Terciptanya keindahan dan kerapian disekitar pavilion 

 

b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib 

(1) Mengontrol keabsahan surat-surat ijin kunjungan/bezukan 

(2) Menerima, meneliti laporan harian dan Berita Acara pengamanan dari 

satuan pengamanan yang bertugas 

(3) Menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan Tata Tertib Lapas 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

(1) Pengawasan yang selektif terhadap kunjungan keluarga WBP 

sebagaimana aturan yang berlaku 

(2) Pelaksanaan tugas pengamanan berjalan lancar dan tertib 

(3) Tertibnya pelaporan data di bidang keamanan dan ketertiban yang tepat 

waktu. 
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5) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan 

a) Melakukan rotasi tugas pada regu pengamanan, P2U dan staf KPLP 

b) Melaksanakan tugas control pada regu pengamanan dan pengawasan 

terhadap WBP 

c) Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana 

d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar keamanan dan ketertiban 

Hasil yang dicapai dari kegiatan kedinasan tersebut : 

a) Menciptakan suasana kerja yang dinamis 

b) Terciptanya petugas pengamanan yang selalu siaga dan terciptanya situasi 

dan kondisi WBP yang aman dan kondusif. 

c) Memastikan proses tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d) Terciptanya kedisiplinan WBP terhadap aturan-aturan yang telah 

ditetapkan.   

 

4. Gambaran umum tentang narapidana penghuni Lapas Narkotika Yogyakarta 

a. Jumlah narapidana :  206 orang  

b. Pria   :  194 orang  

Wanita   :    12   orang  

c. Pendidikan  :  

Tidak lulus SD  :    35 orang 

 Lulus SD  :    18 orang 

 Lulus SMP  :    49 orang 

 Lulus Paket C  :      3 orang 
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Lulus SMA  :    89 orang  

Lulus SMK/STM  :    25 orang 

Lulus D3  :      8 orang  

Lulus S1  :      7 orang  

d. Pekerjaan  : 

Tidak bekerja   :   23 orang  

Buruh / karyawan swasta : 146  orang  

Pelajar / Mahasiswa  :   25  orang  

Wiraswasta   :   12 orang  

e. Agama   : 

Islam   : 175 orang; 167 laki-laki dan 8 perempuan 

Kristen  : 18 orang; 16 laki-laki dan 2 perempuan 

Katholik  : 12 orang; 10 laki-laki dan 2 perempuan 

Budha  : 1 orang laki-laki  

f. Residivis 

Laki-laki   : 10 

Perempuan  : 2 

 

5. Program Pembinaan secara umum 

Pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Yogyakarta 

dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu : 

a. Tahap awal  (dari awal sampai dengan 1/3 masa pidana) 
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b. Tahap lanjutan : 

1) lanjutan pertama (1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana) 

2) lanjutan kedua (1/2 sampai dengan  2/3 masa pidana) 

c. Tahap akhir (2/3 masa pidana sampai dengan akhir masa pidana) 

 

Secara umum, pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Narkotika 

Yogyakarta bagi warga binaan dibedakan menjadi dua: 

a. Pembinaan kemandirian  

Pembinaan kemandirian terdiri dari bimbingan kerja seperti salon, laundry, 

kerajinan tangan, batako, perikanan, dan perkebunan. Selain itu juga dilaksanakan  

kebersihan lingkungan Lapas Narkotika Yogyakarta.  

b. Pembinaan kepribadian 

Pembinaan kepribadian yang dilakukan adalah pembinaan kerohanian, 

kesenian, olahraga, konseling, dan kunjungan perpustakaan.  

 

Program yang sudah dilaksanakan yaitu: 

a. Sholat Jum’at bagi narapidana yang beragama Islam  

b. Penyuluhan agama 

c. Peringatan hari besar keagamaan  

d. Diadakan upacara bendera setiap hari Senin dan tanggal 17 Agustus 

e. Latihan kepramukaan setiap 2 X seminggu  

f. Melaksanakan  Kejar Paket B  

g. Setiap hari semua Warga Binaan Pemasyarakatan  melaksanakan senam pagi  
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h. Setiap sore diadakan olah raga (bola voli, futsal)   

i. Diadakan perikanan lele  

j. Diadakan usaha laundry  

k. Diadakan usaha penjahitan  

l. Diadakan usaha cukur rambut  

m. Diadakan usaha anyaman bambu  

 

B. Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Agama Sebagai Upaya 

Mencegah Munculnya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dalam melakukan 

pembinaan melalui pendidikan agama kepada narapidana bekerjasama dengan dua 

pihak yaitu Kementrian Agama Kabupaten Sleman dan pondok pesantren. 

1. Pembinaan yang dilakukan Lapas Narkotika Yogyakarta Bekerja Sama 

dengan Kementrian Agama Kabupaten Sleman 

a. Pembinaan Narapidana yang beragama Islam 

Dalam pembinaan agama kepada narapidana yang beragama Islam di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika biasa disebut dengan  pembinaan kerohanian 

Agama Islam. Pembinaan ini meliputi berbagai hal, yaitu: 

1) Sholat berjamaah 

Sholat berjamaah dilakukan dua waktu yaitu sholat Dhuhur dan sholat 

Ashar setiap hari dan dilaksanakan pula sholat Jum’at. Hal tersebut dikarenakan 

aktifitas Warga Binaan Pemasyarakatan di luar sel (kamar hunian) sesuai jadwal 
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dilakukan pada pukul 7.00-17.00 WIB. Sholat berjamaah dilakukan di masjid At 

Taubah. Sesuai dengan namanya, At Taubah mempunyai makna bahwa Warga 

Binaan Pemasyarakatan harus bertaubat yaitu tidak mengulangi perbuatan 

buruknya dan terus memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang baik. 

Sebelum sholat berjamaah dimulai, terlebih dahulu salah satu warga binaan 

mengumandangkan adzan. Muadzin sendiri sudah terjadwal. Dari jadwal yang 

ada, terlihat bahwa hanya enam orang warga binaan yang mempunyai tugas 

pekanan untuk mengumandangkan adzan pada saat sholat berjamaah. Hal tersebut 

dikarenakan menurut petugas lapas kemampuan keagamaan enam orang warga 

binaan tersebut lebih baik dibandingkan dengan warga binaan yang lain.  Oleh 

karena itu, enam orang warga binaan ini juga mendapatkan tugas untuk mengurus 

masjid At Taubah, salah  satunya dengan mengumandangkan adzan. 

Pada saat sholat berjamaah, yang menjadi imam adalah petugas Lapas 

Narkotika atau Pembina Keagamaan. Faktor yang melatarbelakangi semua warga 

binaan tidak mendapatkan tugas untuk menjadi imam karena pihak Lapas 

Narkotika Yogyakarta mengkhawatirkan warga binaan tidak mampu menjadi 

imam dan karena sudah terdapat pembina keagamaan/petugas lapas yang bertugas 

menjadi imam setiap harinya. Dalam pelaksanaanya, seperti yang telah peneliti 

amati melalui observasi, warga binaan melakukan sholat berjamaah dengan 

menggunakan baju koko yang mayoritas berwarna putih serta sarung dan peci. 

Hal lain yang peneliti temukan yaitu tidak semua narapidana yang berjumlah 175 

orang mengikuti sholat berjamaah karena narapidana yang berjenis kelamin 

perempuan tidak sholat dimasjid dan juga beberapa warga binaan terlambat 
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mengikuti sholat berjamaah di masjid At-Taubah dikarenakan sebelumnya 

melakukan program kebersihan lingkungan Lapas Narkotika sebagai salah satu 

wujud asimilasi. Sesuai observasi, wawancara dan data dari buku presensi dapat 

dikatakan rata-rata per hari narapidana yang sholat dhuhur dan ashar berjamaah di 

masjid berjumlah 100 orang saja.  

 

 
 

 

Gambar 2: Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Yogyakarta 

sedang berdzikir dan berdoa seusai sholat Dhuhur berjamaah  

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 23 Mei 2011 

 



62 
 

 
 

 

Gambar 3: Salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika  

 Yogyakarta mendapat sanksi berupa teguran dari petugas  

pemasyarakatan karena terlambat mengikuti sholat dhuhur  

berjamaah. 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 23 Mei 2011 

 

 

2) Ceramah Keagamaan  

Ceramah Keagamaan dilaksanakan antara waktu Sholat dhuhur dan sholat 

Ashar pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Lebih tepatnya ceramah 

dilakukan setelah sholat Dhuhur berjamaah secara langsung selama kurang lebih 

tiga puluh menit. Ceramah Keagamaan dapat disebut juga sebagai siraman rohani. 

Siraman rohani ini berisi materi-materi yaitu akhlak, ibadah, muamalah, fiqih, Al-

Quran. Pembicara pada kegiatan ini adalah pembina keagamaan dari Kementrian 

Agama Kabupaten Sleman yang ditugaskan di Lapas Narkotika. Pembina 

keagamaan tersebut biasanya merangkap menjadi imam pada saat sholat Dhuhur 

berjamaah yaitu sebelum ceramah dimulai. Metode yang digunakan adalah 
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metode ceramah secara langsung di hadapan Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Ceramah keagamaan ini merupakan sarana yang dianggap efektif guna 

menyampaikan nasehat-nasehat kebaikan kepada warga binaan agar warga binaan 

menyadari kesalahan yang telah diperbuat, tidak mengulangi kesalahan untuk 

kedua kalinya, serta memperbaiki perilaku sesuai materi yang disampaikan oleh 

Pembina Keagamaan sebagai penceramah.  

 

Gambar 4: Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Yogyakarta 

mengikuti program pembinaan kerohanian yaitu ceramah 

keagamaan. 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 23 Mei 2011 

 

 

3) Pembelajaran Iqra’  

Pembelajaran Iqra’ dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jum’at 

mulai pukul 9.00–11.00 WIB. Pembelajaran Iqra’ bertujuan untuk membebaskan 

Warga Binaan Pemasyarakatan dari buta huruf Al Qur’an. Hal ini sebagai 

perantara kedekatan warga binaan pemasyarakatan kepada Tuhan dengan harapan 
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warga binaan pemasyarakatan yang telah merasa dekat kepada Tuhan tersebut 

dapat terus memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang  dilakukan. 

Tempat pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan di Masjid At Taubah Lapas 

Narkotika Yogyakarta dengan pembimbing dari Kementrian Agama Kabupaten 

Sleman. Teknis pembelajaran iqra’ yaitu dibagi menjadi kelompok kecil. Satu 

kelompok berjumlah kurang lebih sepuluh orang. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan proses pembelajaran.  

 

Gambar 5: Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Yogyakarta 

mengikuti pembinaan kerohanian melalui program belajar Iqra’. 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 1 Juni 2011 

 

 

 

4) Pembelajaran Qiraah 

Pelaksanaan program Qira’ah  bersamaan waktu dan tempatnya dengan 

pembelajaran Iqra’. Program ini khusus untuk Warga Binaan Pemasyarakatan 

yang sudah bisa membaca Al-Qur’an. Jadi, ketika pembagian kelompok kecil 



65 
 

 
 

pada pembelajaran Iqra’, Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah bisa 

membaca Al Qur’an dibuat kelompok tersendiri untuk berlatih qiraah. Program ini 

sebagai salah satu sarana berdzikir kepada Allah yang diharapkan dapat 

mempererat kedekatan dengan Allah dan menjadikan warga binaan 

pemasyarakatan selalu mempertimbangkan baik buruknya perilaku yang akan 

dilakukannya. Teknis pelaksanaan program qira’ah ini yaitu satu pembina 

keagamaan melafadzkan qur’an dengan qira’ah ayat per ayat secara nyaring, 

kemudian warga binaan pemasyarakatan membaca Al-Qur’an yang sudah berada 

di tangan masing-masing sekaligus menirukan apa yang dilafadzkan oleh pembina 

keagamaan tersebut secara nyaring pula. Dalam pelaksanaannya, tidak semua 

narapidana yang beragama Islam mengikuti program pembinaan melalui 

pembelajaran Iqra dan Qira’ah pada pagi hari. Hal ini dikarenakan pada pukul 

9.00-11.00 WIB di Lapas Narkotika terdapat berbagai macam pembinaan yang 

dilakukan pada waktu yang sama, diantaranya yaitu pembinaan kemandirian 

/bimbingan kerja seperti salon, laundry, kerajinan tangan, batako, perikanan, 

perkebunan, kebersihan lingkungan lapas, serta pembinaan kepribadian seperti 

kesenian, olahraga, konseling dan perpustakaan. Berbagai macam pembinaan 

tersebut masih belum terjadwal secara pasti dalam hal peserta pembinaan. Hal 

yang demikian menyebabkan peserta pembinaan yaitu narapidana menjadi tarik 

ulur seksi/bidang yang menangani program pembinaan masing-masing. 
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Gambar 6 : Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Yogyakarta 

mengikuti pembinaan kerohanian melalui program qira’ah. 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 1 Juni 2011 

 

 

5) Belajar kultum 

Program belajar kultum merupakan sarana untuk melatih menasehati diri 

sendiri pada khususnya, dan proses menjadi mubaligh pada umumnya. Belajar 

kultum ini dilaksanakan setelah sholat Dhuhur berjamaah di masjid. Program 

belajar kultum dilakukan sebagai persiapan menuju program menjadi mubaligh 

yang rencananya akan dicetuskan oleh Pembina Keagamaan Islam dari 

Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Program menjadi mubaligh belum dapat 

dilaksanakan karena terkendala oleh ketidaksiapan kurikulum, teknis program 

serta sarana yang dibutuhkan dalam program pembinaan tersebut. Oleh karena itu, 

belajar kultum dilaksanakan secara spontanitas, akan tetapi diutamakan untuk 

terus dilakukan sebagai pengganti pembina keagamaan Islam dari kementrian 
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agama yang tidak hadir atau terlambat dalam penyampaian ceramah keagamaan. 

Selain hal tersebut, belajar kultum juga dilaksanakan sebagai salah satu sanksi 

yang diterapkan ketika warga binaan pemasyarakatan melakukan suatu kesalahan, 

misalnya terlambat mengikuti sholat berjama’ah, terlambat mengikuti 

pembelajaran Iqra atau Qira’ah, dan berbagai pelanggaran lainnya.    

Hal yang menjadi temuan penelitian bahwa narapidana perempuan yang 

beragama Islam tidak mengikuti pembinaan keagamaan Islam di masjid dan tidak 

pula dilakukan secara tersendiri di luar masjid. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

pembinaan keagamaan bagi narapidana perempuan yang beragama Islam tidak 

ada.  

Selain pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara rutin tersebut, ada 

juga beberapa pembinaan yang dilakukan tidak secara rutin atau dapat dikatakan 

hanya pada event tertentu saja. Pembinaan yang dimaksud antara lain: 

1) Ramadhan di Lembaga Pemasyarakatan  

Ramadhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta diisi 

dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ditujukan untuk mengoptimalkan 

pembinaan kerohanian Islam karena dilakukan setiap hari selama satu bulan 

penuh. Kegiatan tersebut diantaranya pesantren Ramadhan, buka puasa bersama, 

sholat tarawih berjamaah, dan peringatan Nuzulul Qur’an. Kegiatan-kegiatan 

tersebut mayoritas masih menggunakan sistem klasikal yaitu dengan 

menghadirkan penceramah untuk memberikan tausiyah atau nasehat-nasehat 

melalui ceramahnya. Pusat kegiatan Ramadhan di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Yogyakarta bertempat di masjid At Taubah.  
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Pada bulan Ramadhan tersebut terdapat hal yang tampak berbeda di luar 

bulan Ramadhan yaitu pada saat sholat tarawih berjamaah terdapat narapidana 

perempuan yang beragama Islam mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid At 

Taubah tersebut. Hal itu tampak berbeda karena di luar bulan Ramadhan 

pembinaan keagamaan bagi narapidana perempuan yang beragama Islam tidak 

ada, sehingga aktivitas ke masjid At Taubah pun tidak ada.  

 

2) Peringatan hari besar keagamaan 

Peringatan hari besar Islam yang diperingati dengan suatu kegiatan di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta antara lain melalukan sholat Idul 

Fitri atau Sholat Idul Adha berjamaah, Pengajian Peringatan Maulid Nabi  

Muhammad Saw, serta Pengajian Nuzulul Qur’an yang termasuk juga dalam 

program Ramadhan di Lembaga Pemasyarakatan. Teknis acara peringatan hari 

besar Agama Islam ini juga menggunakan sistem lama yaitu mengundang ustadz 

dari luar untuk memberikan ceramah sesuai dengan tema peringatan misalnya 

pada acara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan Pengajian 

Nuzulul Qur’an. Pada peringatan Idul Adha pihak Lapas Narkotika Yogyakarta 

tidak mengadakan penyembelihan hewan qurban, akan tetapi tetap melaksanakan 

sholat Idul Adha. Demikian juga pada peringatan hari raya Idul Fitri dilaksanakan 

sholat Idul Fitri kemudian dilanjutkan syawalan atau hal bi halal yaitu dengan 

bersalam-salaman di masjid At Taubah. Selain itu juga pada saat hari raya, pihak 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta memberikan kesempatan 

keluarga dalam kunjungan bebas. Kunjungan bebas adalah kunjungan yang 
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dilakukan kerabat tanpa sekat/pembatas ruangan, keluarga dapat berkumpul dalam 

satu ruangan dengan narapidana sehingga narapidana dapat bercanda tawa secara 

dekat. 

 

Gambar 7 : Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Yogyakarta 

saling bersalam-salaman setelah melaksanakan sholat Idul Fitri 

di masjid At Taubah Lapas Narkotika Yogyakarta. 

 

Sumber: Arsip Subseksi Bimkemaswat Lapas Narkotika Yogyakarta 

 

b. Pembinaan Narapidana yang Beragama Kristen dan Katholik 

Pembinaan Narapidana Kristen dan Katholik melalui pendidikan agama 

dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu: 

1) Persekutuan/ibadat 

Persekutuan/ibadat dilaksanakan di Gereja Kalvari Lapas Narkotika setiap 

hari Selasa dan Kamis pukul 9.00-11.00 WIB. Pembina keagamaan Kristen dan 

Khatolik berasal dari Kementrian Agama Kabupaten Sleman yang bekerjasama 

dengan gereja-gereja yang terletak di Sleman. Gereja-gereja tersebut antara lain 
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Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, Gereja Kristen Indonesia Gejayan, GBI Benthany 

Fresh Anoithing, Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, HKBP, GPK Corner 

Stone, Gereja Kerasulan Gendheng, Yayasan Gloria, Gereja Kristen Jawa Pakem, 

GBI Rumah Pujian, Gereja Pendeta Indonesia Sosrowijayan, Gereja Pendeta 

Indonesia Cebongan, GBI Keluarga Allah, dan Gereja Kristen Jawa Samirono 

Baru. Persekutuan/ibadat ini diikuti oleh narapidana yang beragama Kristen dan 

Katholik. Narapidana yang beragama Kristen berjumlah delapan belas orang, 

sedangkan narapidana yang beragama Katholik berjumlah dua belas orang. Dalam 

pelaksanaan persekutuan/ibadat ini, pembina keagamaan memberikan ceramah, 

dilanjutkan menyanyikan pujian-pujian dengan tujuan narapidana dapat lebih 

dekat dengan Tuhan. 

 

Gambar 8 :  Pembina Kerohanian Nasrani dari Kementrian Agama memberikan 

ceramah di Gereja Kalvari Lapas Narkotika Yogyakarta 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 7 Juni 2011 
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2) Pendampingan 

Pendampingan adalah bentuk konseling keagamaan yang dilaksanakan 

pada saat pembina agama Kristen/Katolik berada di lapas yaitu setelah acara inti 

persekutuan/ibadat telah selesai. Pendampingan ini bersifat privat antara satu 

pembina dengan satu narapidana, sehingga tidak semua narapidana yang 

beragama Kristen/Katholik tersebut melakukan pendampingan dalam satu hari. 

Biasanya yang memerlukan pendampingan ini adalah narapidana yang beragama 

Kristen/Katholik yang sedang mempunyai masalah berat atau pun melakukan 

pengakuan dosa. Pembina keagamaan melakukan pendampingan sekaligus 

pengarahan, serta pemberian solusi kepada narapidana yang didampingi. Program 

pembinaan ini bertujuan untuk mencerahkan kembali semangat narapidana yang 

beragama Kristen/Katholik tersebut dari berbagai masalah yang dihadapi.  

 

3) Pemahaman Al Kitab 

Pemahaman al Kitab dilaksanakan bergantian dengan Persekutuan/Ibadat 

yaitu pada hari Selasa atau Kamis pukul 9.00-11.00 WIB di Gereja Kalvari Lapas 

Narkotika. Pemahaman Al Kitab dilakukan secara klasikal dalam arti tidak dibuat 

kelompok-kelompok kecil seperti pada pembelajaran Iqra’ bagi narapidana yang 

beragama Islam di masjid At Taubah. Teknis program pembinaan ini yaitu 

pembina keagamaan Kristen/Katholik menentukan surat dan ayat yang akan 

dibaca dan dipahami bersama-sama sesuai tema yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. Setelah itu pembina keagamaan akan membacakan satu per satu ayat 

kemudian menjelaskan lebih dalam apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut 
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dengan suara yang keras. Narapidana hanya mendengarkan sambil menyimak 

melalui Al-Kitab yang dibawa di tangan masing-masing narapidana. 

Selain pembinaan keagamaan yang bersifat rutin dan terjadwal tersebut, 

terdapat juga pembinaan yang dimasukan dalam acara peringatan suatu acara 

tertentu, yaitu : 

1) Natal bersama warga binaan  

Natal dilaksanakan sebagai perayaan hari besar agama Kristen dan 

Katholik. Perayaan Natal ini bertempat di Gereja Kalvari Lapas Narkotika yang 

diikuti oleh semua waga binaan yang beragama Kristen dan Katholik serta 

petugas Lapas Narkotika Yogyakarta yang juga beragama Kristen dan Katholik. 

Tanggal yang digunakan untuk pelaksanaan Natal bersama tidak tepat pada 

tanggal 25 Desember, biasanya sebelum atau sesudah tanggal 25 Desember 

karena menyesuaikan jadwal yang telah disusun oleh panitia Natal Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara se-Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar warga binaan bisa ikut merasakan natal 

bersama anggota keluarga, warga binaan bisa menyadari makna kelahiran kristus 

ke dunia untuk memberikan pengampunan dosa, serta warga binaan merasakan 

suka cita dan pengharapan yang menyelamatkan melalui perayaan natal bersama. 

Sedangkan pada tanggal 25 Desember di Lapas Narkotika Yogyakarta sendiri 

menyediakan waktu khusus untuk kunjungan bebas oleh keluarga. Seperti yang 

sudah di jelaskan sebelumnya, kunjungan bebas adalah kunjungan yang dilakukan 

kerabat tanpa sekat/pembatas ruangan, keluarga dapat berkumpul dalam satu 
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ruangan dengan narapidana sehingga narapidana dapat bercanda tawa secara 

dekat. 

 

Gambar 9 :  Perayaan Natal di Gereja Kalvari Lapas Narkotika Yogyakarta 

Sumber: Arsip Subseksi Bimkemaswat Lapas Narkotika Yogyakarta 

 

2) Kunjungan kasih  

Kunjungan kasih adalah bentuk kegiatan dimana warga binaan dikunjungi 

oleh pembina-pembina keagamaan dari gereja-gereja. Kunjungan kasih dilakukan 

tidak rutin setiap pekan, akan tetapi dilakukan pada perayaan event-event tertentu 

saja, misalnya pada perayaan paskah atau diselenggarakan secara bersama dengan 

perayaan Natal Bersama. Bentuk acara dalam kunjungan kasih antara lain 

pelayanan rohani, pemberian bantuan dan pelayanan kesehatan atau pengobatan 

gratis. Latar belakang dari program kunjungan kasih ini adalah untuk menolong 

dan mengangkat semangat warga binaan yang jatuh dalam dosa sehingga mereka 

harus menjalani hari-harinya dalam proses pembinaan oleh negara di lembaga 
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pemasyarakatan. Kunjungan kasih merupakan wujud kepedulian dari gereja-

gereja dengan harapan warga binaan merasa mempunyai harapan yang mewarnai 

hidupnya dan merasa bahwa Tuhan senantiasa mengasihi mereka sehingga 

muncul kedekatan pada Tuhan yang nantinya bermanfaat dalam mempengaruhi 

perilaku yang dilakukannya. 

 

c. Pembinaan Narapidana yang Beragama Budha 

Pembinaan melalui pendidikan agama bagi narapidana yang beragama 

Budha dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 09.00-11.00 bertempat di Wihara 

Lapsustik Lapas Narkotika Yogyakarta. Pembina keagamaan agama Budha 

berasal dari utusan Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Narapidana yang 

beragama Budha di Lapas Narkotika Yogyakarta hanya berjumlah satu orang, 

sehingga pembinaan melalui pendidikan agama Budha dilaksanakan dengan 

metode konseling yaitu dengan privat antara satu orang warga binaan tersebut 

dengan satu orang pembina agama. Model tersebut diharapkan akan lebih efektif 

dalam mencapai tujuan pembinaan yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar 

tidak mengulangi perbuatannya. Pembinaan yang dilakukan yaitu ibadah 

sembahyang, pemahaman kitab agama Budha secara mendalam, serta 

penyampaian ajaran-ajaran agama Budha dalam bahasan mengenai perilaku yang 

baik. Selain ibadah ke wihara, Lapas Narkotika Yogyakarta  juga memberikan 

keistimewaan bagi narapidana yang beragama Budha tersebut untuk merayakan 

Hari Besar agama Budha dengan memperbolehkan keluarga untuk melakukan 

kunjungan bebas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud 
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kunjungan bebas adalah kunjungan oleh keluarga yang mana keluarga lebih dekat 

tanpa sekat/pembatas yang tidak dilakukan pada hari-hari biasa.  

 

Gambar 10 : Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Budha melakukan  

                 sembahyang di Wihara Lapsustik di Lapas Narkotika Yogyakarta 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 9 Juni 2011 

  

2. Pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Yogyakarta bekerjasama  

dengan pondok pesantren 

Pembinaan yang dilakukan Lapas Narkotika Yogyakarta dengan pondok 

pesantren dikhususkan bagi narapidana yang beragama Islam. Kerjasama yang 

dilakukan oleh Lapas Narkotika Yogyakarta diantaranya bekerjasama dengan 

Pondok Pesantren Islamic Center BINBAZ, Pondok Pesantren Al Munawwir 

Krapyak, serta Pondok Pesantren At Taurot. Pondok Pesantren Islamic Center 

BINBAZ melakukan pembinaan akhlaqul karimah. Pembinaan dilakukan dengan 

ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hal ini bertujuan untuk menjembatani Warga 
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Binaan Pemasyarakatan dalam bidang agama khususnya akhlak dalam rangka 

membentuk serta memperbaiki sikap Warga Binaan Pemasyarakatan. Pondok 

Pesantren Al Munawwir Krapyak dan Pondok Pesantren At Taurot melakukan 

pembinaan menggunakan cara yang sejenis yaitu ceramah, diskusi dan tanya 

jawab dalam kajian yang lebih luas dengan bahasan Islam secara umum. Dari data 

dan informasi yang diperoleh peneliti, kerjasama dengan pondok pesantren baik 

Islamic Centre BINBAZ, Al Munawwir Krapyak maupun At Taurot sekarang 

telah berakhir dan untuk memperpanjang kontrak kerjasama masih terus 

diupayakan.  

 

C. Kendala-Kendala Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Agama 

Sebagai Upaya Mencegah Munculnya Residivis di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta 

1. Kendala Internal 

Kendala internal yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi penghambat 

pembinaan narapidana melalui pendidikan agama yang berasal dari internal/dari 

dalam pihak Lapas Narkotika Yogyakarta.  

Kendala-kendala internal dibedakan menjadi dua, yaitu kendala internal 

fisik dan kendala internal non fisik. Lebih lanjut akan dijelaskan berikut ini. 

a. Kendala Internal Fisik 

Kendala internal fisik adalah hal-hal yang menjadi penghambat pembinaan 

narapidana melalui pendidikan agama yang berasal dari internal/dari dalam pihak 
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Lapas Narkotika Yogyakarta berupa hal-hal fisik seperti sarana dan prasarana. 

Kendala internal fisik ini antara lain: 

1) Kurangnya buku-buku keagamaan 

Kurangnya buku-buku keagamaan di perpustakaan menjadi kendala 

tersendiri bagi pembinaan narapidana melalui pendidikan agama. Buku-buku 

keagamaan yang diharapkan dapat menunjang pembinaan tersebut dari segi 

kuantitas/jumlah tidak mencukupi. Jumlah buku yang tersedia di rak perpustakaan 

kurang lebih 130 buah buku. Dari 130 buah buku tersebut yang merupakan buku 

terkait pengetahuan keagamaan baik Islam, Katholik, Kristen dan Budha hanya 

berjumlah 20 buku. Perspustakaan Perpustakaan Lapas Narkotika sedang merintis 

sehingga belum cukup memadai.  

 

 

Gambar 11 : Perpustakaan rintisan Lapas Narkotika Yogyakarta yang nampak 

sederhana. 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 15 Juni 2011 
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Gambar 12 : Lemari kaca tempat penyimpanan koleksi perpustakaan rintisan 

Lapas Narkotika Yogyakarta. 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 15 Juni 2011 

 

2) Sarana kelas kurang 

Penggunaan tempat ibadah baik masjid, gereja maupun wihara sebagai 

pusat pembinaan narapidana melalui pendidikan keagamaan sudah maksimal. 

Akan tetapi, terdapat masalah bagi pembinaan keagamaan bagi narapidana yang 

beragama Islam. Masjid tersebut kurang efektif digunakan untuk program 

pembinaan berbasis kelompok, seperti pembelajaran Iqra’ dan Al Quran. Jumlah 

narapidana yang beragama Islam adalah mayoritas, kurang seimbang dengan luas 

masjid. Selain hal tersebut, program pembinaan yang belum terlaksana, salah 

satunya adalah pembinaan keagamaan dengan sistem madrasah yang 

membutuhkan kelas. Dengan hal ini diharapkan pembinaan akan lebih optimal 

jika menggunakan ruang kelas.   

 



79 
 

 
 

 

Gambar 13 : Suasana pembelajaran Iqra’ dan Qiraah di Masjid At Taubah 

Lapas Narkotika terlihat sedikit berdesak-desakan. 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 1 Juni 2011 

 

b. Kendala Internal Non Fisik 

Kendala internal non fisik adalah hal-hal yang menjadi penghambat 

pembinaan narapidana melalui pendidikan agama yang berasal dari dalam pihak 

Lapas Narkotika Yogyakarta yaitu terkait dengan narapidana sebagai warga 

binaan, pelaksanaan pembinaaan, serta pelaksana pembinaan yaitu Lapas 

Narkotika Yogyakarta. Kendala-kendala tersebut akan dijelaskan berikut ini. 

1) Kendala Internal non fisik yang berasal dari narapidana sebagai warga binaan  

a) Minat narapidana untuk membaca rendah 

Menurut hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan observasi 

yang peneliti lakukan menunjukkan minat narapidana untuk membaca di 

perpustakaan terbilang rendah. Dari 206 orang narapidana, setiap harinya hanya 

sekitar 15 narapidana yang mengunjungi perpustakaan. Itu pun karena disuruh 
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oleh pembina kepribadian untuk menjalani pembinaan kepribadian di 

perpustakaan. Dengan kata lain narapidana datang ke perpustakaan sesuai jadwal 

yang ada. Di lain waktu tidak ada inisiatif pribadi narapidana memanfaatkan 

buku-buku perpustakaan untuk dibaca.  Ketika obervasi dilakukan di perpustakaan 

Lapas Narkotika pada narapidana yang terjadwal untuk mengunjungi 

perpustakaan, terlihat bahwa hanya satu sampai dua orang narapidana saja yang 

membaca buku, sedangkan tiga belas lainnya berbicara bersama narapidana lain. 

Ada juga narapidana yang bersantai-santai karena mengantuk dan ada pula yang 

berjalan-jalan di sekitar perpustakaan untuk mengamati kesibukan petugas 

pemasyarakatan yang berada di kantor administrasi yang terletak di samping 

perpustakaan.  

 

Gambar 14: Suasana perpustakaan ketika beberapa warga binaan  

                    pemayarakatan mendapatkan giliran untuk berkunjung. 

 

Sumber: Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 5 Juli 2011 
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b) Narapidana mengikuti pembinaan bukan karena kesadaran untuk memperbaiki 

diri  

Dapat dikatakan beberapa narapidana dalam mengikuti pembinaan hanya 

melakukan kewajiban karena ingin dianggap berkelakuan baik. Beberapa dari 

mereka mengikuti pembinaan bukan karena faktor kesadaran pribadi untuk 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi seperti 

diungkapkan oleh Kepala Bidang Bimbingan, Kesehatan dan Perawatan. Lagi 

pula, akhlak/sikap menjadi indikator penilaian narapidana untuk mendapatkan 

Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat. Hal tersebut 

mengakibatkan adanya motivasi lain dari ketertiban dan kepatuhan dalam 

mengikuti pembinaan melalui pendidikan agama. Hal ini diungkapkan kepada 

peneliti pada saat wawancara dilakukan. Selanjutnya, peneliti melakukan 

wawancara kepada narapidana. Hasil kroscek tersebut dibenarkan oleh narapidana 

yang diwawancarai oleh peneliti. Tingkat kesadaran yang rendah atau pun hanya 

karena faktor reward nantinya dapat mengakibatkan peluang terjadinya residivis.  

 

2) Kendala internal fisik yang berasal dari pelaksanaan pembinaan 

a) Pembinaan  keagamaan terhadap narapidana belum optimal 

Pembinaan yang dilakukan tidak serta merta dapat mengubah perilaku 

narapidana dengan cepat. Semua membutuhkan proses yang tidak sebentar. 

Pergantian narapidana karena masa pidana yang telah selesai, sehingga berganti 

dengan narapidana yang baru ternyata dirasakan juga oleh para pembina sebagai 

salah satu kendala dalam pembinaan. Menurut mereka, pembinaan belum 
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mencapai tahap akhir akan tetapi narapidana sudah habis masa pidananya. Hal 

lain ketika proses pembinaan sudah berjalan pada tahap pertengahan/tahap akhir, 

selalu bemunculan narapidana baru yang harus dibina mulai dari awal. Hal 

tersebut membuat pembinaan kurang optimal. 

b) Pembinaan yang dilakukan  belum berdasarkan pada kurikulum 

Pembinaan narapidana melalui pendidikan agama di Lapas Narkotika 

Yogyakarta belum optimal karena salah satu kendalanya yaitu pembinaan yang 

dilakukan belum berdasarkan kurikulum. Sejauh ini, materi yang diberikan dalam 

pembinaan belum tersusun. Materi yang digunakan adalah materi secara 

spontanitas yang mengacu pada garis besar nilai-nilai agama pada agama masing-

masing. Sampai sekarang terdapat program keagamaan yang belum terwujud dari 

segi materi. Misalnya dalam pembinaan keagamaan Islam pembelajaran fiqih dan  

belajar aturan Islam yang sebenarnya sudah direncanakan belum dapat 

dilaksanakan. 

c) Belum ada pembinaan narapidana melalui pendidikan agama bagi narapidana 

perempuan yang beragama Islam  

Pembinaan narapidana melalui pendidikan agama bagi narapidana 

perempuan yang beragama Islam belum ada. Selama ini, pembinaan keagamaan 

Islam hanya dilakukan kepada narapidana Islam yang berjenis kelamin laki-laki. 

Hal ini dipengaruhi oleh jumlah narapidana Islam perempuan yang sedikit yaitu 8 

(delapan) orang dari jumlah narapidana yang beragama Islam seluruhnya 175 

(seratus tujuh puluh lima) orang. Dari perbandingan yang mencolok tersebut 

menyebabkan pembinaan khusus bagi perempuan ditiadakan. Perbedaan  jumlah 
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yang sangat jauh tersebut membuat pihak Lapas Narkotika Yogyakarta 

mengkhawatirkan jika digabung dengan narapidana laki-laki akan menjadikan 

pembinaan tidak kondusif.  Sedangkan, untuk membina narapidana perempuan 

yang beragama Islam secara khusus atau dipisahkan dengan narapidana laki-laki 

juga tidak dapat diselenggarakan karena tidak adanya pembina perempuan. 

Peluang narapidana Islam yang berjenis kelamin perempuan untuk pergi ke masjid 

At Taubah di Lapas Narkotika hanya ketika tarawih dan perayaan hari besar 

agama Islam saja.  

d) Alokasi waktu pembinaan bagi narapidana melalui pendidikan agama masih 

kurang 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembinaan yang dilakukan 

oleh Lapas Narkotika bagi warga binaan dibedakan menjadi dua yaitu Pembinaan 

kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian terdiri dari 

bimbingan kerja seperti salon, laundry, kerajinan tangan, batako, perikanan, dan 

perkebunan. Selain itu juga dilaksanakan kebersihan lingkungan Lapas Narkotika. 

Kedua, pembinaan kepribadian, yaitu kerohanian, kesenian, olahraga, konseling, 

dan perpustakaan. Dari jadwal sehari-hari warga binaan pemasyarakatan Lapas 

Narkotika Yogyakarta memperlihatkan bahwa alokasi waktu pembinaan 

narapidana melalui pendidikan agama atau pembinaan kerohanian dapat dikatakan 

masih kurang. Pembinaan keagamaan bagi narapidana yang beragama Islam yang 

dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu hanya dilakukan setelah sholat Dhuhur 

yaitu pada saat ceramah keagamaan. Sedangkan pembelajaran Iqra dan qira’ah 

dilaksanakan hanya tiga pekan sekali. Pembinaan kerohanian bagi narapidana 
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yang beragama Nasrani hanya dilaksanakan hanya dua kali seminggu dan bagi 

narapidana yang beragama Budha dilaksanakan satu minggu sekali.  Dalam 

jadwal harian terlihat pula bahwa pembinaan secara umum dilakukan pada kisaran 

pukul 8.30 – 11.30 WIB. Sekitar tiga jam untuk program pembinaan, itu pun 

pembinaan secara umum dan pembinaan keagamaan hanya pada hari-hari yang 

sudah terjadwal saja. Sebagai contoh terlihat dari kuantitas sholat jamaah yang 

dilaksanakan narapidana yang beragama Islam yaitu hanya pada sholat dhuhur 

dan ashar. Petugas tidak dapat memastikan narapidana apakah mereka sholat 

maghrib, isya’, subuh atau pun sholat malam di dalam sel. Jika demikian, kurang 

membiasakan narapidana yang beragama Islam untuk menegakkan sholat lima 

waktu. Peneliti juga menemukan bahwa pada saat jadwal pembinaan kerohanian 

dilaksanakan, narapidana yang menjadi peserta pembinaan tidak semua mengikuti 

karena harus menjalankan program lain misalnya pada saat pembelajaran Iqra dan 

Qira’ah beberapa narapidana menjalani program asimilasi melalui program 

kebersihan Lapas di halaman luar.  

 

3) Kendala internal non fisik yang berasal dari Pelaksana Pembinaan yaitu Lapas 

Narkotika Yogyakarta 

a) Kurangnya keahlian petugas pemasyarakatan dalam pembinaan kerohanian di 

Lapas Narkotika 

Kurangnya keahlian petugas pemasyarakatan dalam pembinaan 

kerohanian di Lapas Narkotika mengakibatkan semua pembina kerohanian berasal 

dari luar Lapas Narkotika Yogyakarta. Pembina kerohanian baik Islam, Budha 
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dan Nasrani berasal dari Kementrian Agama. Para pembina dari eksternal Lapas 

Narkotika Yogyakarta tersebut berada di lapas hanya sesuai jadwal yang sudah 

ditentukan.  Hal ini mengakibatkan keterbatasan waktu pembinaan jika pada saat-

saat tertentu narapidana membutuhkan bimbingan privat akan tetapi pembina 

tidak sedang berada di Lapas Narkotika. 

b) Komunikasi yang kurang baik antara Kasubsi Bidang Pembinaan dan Kasubsi 

Bidang Keamanan 

Kendala lain yang menghambat pembinaan kerohanian adalah masalah 

komunikasi antar bidang yang kurang baik. Terjadi perbedaan atau benturan 

program kerja antara Kasubsi Bidang Pembinaan dengan Kasubsi Bidang 

Keamanan. Kasubsi Bidang Pembinaan menghendaki pembinaan optimal yang 

tentu saja membutuhkan banyak waktu bagi narapidana untuk mengikuti 

pembinaan di luar sel. Hal tersebut bertolak belakang dengan program dan 

tanggung jawab Kasubsi Bidang Keamanan karena merupakan kendala bagi tugas 

Kasubsi Bidang Keamanan. Aktivitas narapidana di luar sel cenderung kurang 

aman bagi pelaksanaan tugas keamanan.  

c) Petugas lembaga pemasyarakatan kurang memberikan contoh  teladan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa efektif atau tidaknya pembinaan yang 

dilakukan kepada narapidana untuk dapat memperbaiki perilakunya didukung 

pula oleh bagaimana orang-orang di sekitar mereka ikut memberikan teladan yang 

baik. Di Lapas Narkotika Yogyakarta hal tersebut menjadi salah satu kendala 

dalam pembinaan kerohanian bagi narapidana karena hal tersebut terjadi di dalam 

lapas. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang 
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mencerminkan bahwa petugas lapas kurang melaksanakan perannya sebagai 

teladan bagi narapidana. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut antara lain 

merokok di dalam ruangan dan sholat tidak tepat waktu atau tidak ikut berjamaah 

bersama narapidana di masjid At Taubah bagi petugas lapas yang beragama Islam. 

Hal yang demikian dapat dikeluhkan oleh narapidana dan membuat pembinaan 

menjadi kurang efektif.  

 

2. Kendala Eksternal  

Kendala eksternal yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi 

penghambat pembinaan narapidana melalui pendidikan agama yang berasal dari 

luar pihak Lapas Narkotika Yogyakarta. Kendala-kendala yang dimaksud akan 

dijelaskan berikut ini. 

a. Narapidana usai bebas dari lembaga pemasyarakatan kembali ke lingkungan 

penyalahguna narkotika seperti semula  

Salah satu faktor utama munculnya residivis adalah kembalinya mantan 

narapidana ke lingkungan/komunitas semula. Jaringan narkotika yang sudah 

terkelola dengan baik menjadikan komunitas pengguna narkotika semakin banyak 

dan susah diberantas. Komunitas ini akan menarik kembali orang-orang yang 

pernah masuk di dalamnya atau dengan kata lain orang-orang yang pernah masuk 

di dalam komunitas ini akan sangat susah untuk terlepas dari komunitas tersebut. 

Dari hasil wawancara kepada subjek-subjek penelitian dan melakukan kroscek 

kepada narapidana secara langsung dapat ditemukan bahwa hal tersebut menjadi 
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kendala utama yang menyebabkan munculnya residivis dalam kasus 

penyalahgunaan narkotika.  

b. Sistem pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan  

Sistem pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam lembaga 

pemasyarakatan sedangkan ketika di luar lapas tidak bisa diawasi. Jika narapidana 

sudah menyelesaikan masa pidananya berarti narapidana tersebut dapat keluar 

menghirup udara bebas. Pada saat itu pula segala tindakannya sudah tidak diawasi 

oleh pihak lapas. Hal ini yang bisa mengakibatkan terjadi pengulangan perbuatan 

pidana karena tidak adanya kontrol dari lapas.  

 

D. Upaya-Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam Mengatasi 

Kendala-Kendala dalam Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan 

Agama untuk Mencegah Munculnya Residivis di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta 

Pada dasarnya, Kepala Lapas sangat berperan dalam mengembangkan dan 

mengoptimalkan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama. 

Pengembangan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya adalah 

wujud penanggulangan kendala-kendala yang ditemukan dalam pembinaan 

narapidana melalui pendidikan agama. Upaya-upaya yang dilakukan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta tersebut bukan sepenuhnya 

dapat menghilangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan 
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keagamaan secara langsung, akan tetapi dimaksudkan untuk meminimalisir 

pengaruh dari kendala-kendala yang ada.  

Secara umum, selalu diadakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan 

pembinaan keagamaan oleh Lapas Narkotika Yogyakarta. Berikut akan dijelaskan 

terkait upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dalam mengatasi 

kendala-kendala dalam Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan Agama untuk 

mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta. 

1. Upaya Lapas Narkotika Yogyakarta untuk mengatasi kendala-kendala internal 

a. Upaya Lapas Narkotika Yogyakarta untuk mengatasi kendala-kendala internal 

yang bersifat fisik 

1) Pengadaan buku-buku keagamaan 

Untuk mengatasi kendala kurangnya buku-buku keagamaan yang 

menunjang pembinaan kerohanian, pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta mencari bantuan dari berbagai pihak, baik instansi/organisasi maupun 

individu yang berkenan menyumbang buku untuk perpustakaan Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarrta. Alternatif lain yang diupayakan yaitu 

mensyaratkan pemberian buku kepada Lapas Narkotika bagi 

instansi/organisasi/individu yang hendak melakukan penelitian di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. 

2) Mempercepat proses administrasi pengadaan kelas 

Untuk mengatasi kendala kurangnya sarana kelas, pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta mencoba mempercepat proses 
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administrasi pengadaan kelas yang diusahakan langsung oleh Kepala Lapas 

Narkotika. Sementara itu penggunaan tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran 

dalam rangka pembinaan melalui pendidikan agama masih dilakukan dan 

otomatis menunda program pembinaan yang mengharuskan pembinaan 

kerohanian menggunakan kelas, seperti penundaan sistem madrasah bagi 

narapidana yang beragama Islam.   

 

b. Upaya Lapas Narkotika Yogyakarta untuk mengatasi kendala-kendala internal 

non fisik 

1) Upaya untuk mengatasi kendala yang berasal dari narapidana sebagai warga 

binaan 

a) Penyediaan waktu khusus bagi narapidana untuk berkunjung ke perpustakaan  

Untuk mengatasi kendala minat baca narapidana yang rendah, sebenarnya 

pihak Lapas Narkotika telah menyediakan waktu khusus bagi narapidana secara 

bergantian, akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

narapidana yang terjadwal mengunjungi perpustakaan tersebut tidak 

menggunakan waktunya untuk membaca. Oleh karena itu, diupayakan secara 

kontinyu untuk mensosialisasikan gemar membaca dalam berbagai acara/kegiatan.  

b) Meningkatkan kesadaran narapidana dalam mengikuti pembinaan dengan 

mengoptimalkan penyadaran dalam setiap pembinaan yang dilalukan 

Pengajuan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, maupun Pembebasan 

bersayarat juga didasarkan pada sikap baik yang ditunjukkan narapidana selama 

berada di lapas. Aktif mengikuti pembinaan juga menjadi salah satu tolak ukur 
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sikap baik narapidana. Hal tersebut secara kasat mata melancarkan program 

pembinaan, akan tetapi terdapat dampak negatif yang menjadi kendala pembinaan 

kerohanian pada aspek pencapaian tujuan yaitu tidak ada kesadaran untuk 

memperbaiki diri tetapi hanya untuk mendapatkan peluang Cuti Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, maupun Pembebasan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya. Upaya mengatasi kendala narapidana yang kurang sadar untuk 

memperbaiki perilakunya tergolong sulit. Hal ini karena kesadaran itu bukan hal 

yang dapat dinilai/dilihat secara lahiriah. Meskipun demikian Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta tetap berupaya untuk mengatasi kendala 

tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan penyadaran 

dalam setiap pembinaan yang dilakukan. Hal tersebut berarti pada setiap peluang 

pelaksanakan pembinaan disampaikan bahwa tujuan pembinaan adalah untuk 

menjadikan narapidana memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi kesalahannya 

kembali. 

 

2) Upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang berasal dari pelaksanaan 

pembinaan 

a) Melakukan pendekatan khusus kepada narapidana di luar pembinaan secara 

umum 

Untuk mengatasi kendala pergantian peserta pembinaan keagamaan yang 

cepat yang menjadikan pembinaan belum optimal, pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta melakukan pendekatan khusus di luar 

pembinaan secara klasikal. Jadi, dilakukan pembinaan secara individu baik kepada 
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narapidana yang baru masuk ke lapas untuk melakukan penyesuaian, maupun 

kepada narapidana yang akan ke luar agar menjadi bekal untuk mencegah 

pengulangan perbuatan pidana oleh narapidana tersebut. Hal ini dapat dilakukan 

oleh pembina keagamaan maupun seksi bidang konseling. 

b) Melakukan perencanaan pembuatan kurikulum  

Dalam upaya mengatasi kendala belum terdapatnya kurikulum 

pembinaaan keagamaan pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta, 

khususnya para pembina sampai dengan saat ini terus melakukan perencanaan 

pembuatan kurikulum. Hal tersebut dimulai dari pengumpulan materi-materi yang 

sudah diberikan untuk dianalisis kembali, serta untuk disusun. Sampai dengan saat 

ini perencanaan pembuatan kurikulum ini sedang berjalan pada tahap awal.  

c)  Menggunakan pendekatan personal 

Belum adanya pembinaan narapidana melalui pendidikan agama bagi 

narapidana perempuan yang beragama Islam merupakan kendala pokok yang 

sampai saat ini belum ada solusi yang bisa dilaksanakan. Namun demikian, pihak 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta berupaya mengisi kekosongan 

pembinaan narapidana melalui pendidikan agama bagi narapidana perempuan 

yang beragama Islam dengan menggunakan pendekatan personal. Pendekatan 

personal yang dimaksud adalah pendekatan melalui hubungan pribadi antara 

petugas pemasyarakatan perempuan untuk dapat menjadi teman akrab, agar 

narapidana perempuan bisa dinasehati dalam hal kebaikan walaupun bukan 

dengan pembinaan secara formal. Selain hal itu juga dioptimalkan pembinaan 

pada saat event-event tertentu seperti ceramah pada saat pengajian Maulid Nabi 
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Muhammad, pengajian Isra’ Mi’raj, dan pemberian kesempatan untuk sholat 

tarawih pada bulan Ramadhan di masjid At Taubah Lapas Narkotika Yogyakarta. 

 

d) Menggunakan pendekatan konseling, media poster/gambar, serta penyediaan 

fasilitas perpustakaan 

Untuk mengatasi kendala alokasi waktu yang masih kurang dalam 

pembinaan bagi narapidana melalui pendidikan agama, pihak Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta menggunakan media sosialisasi berupa 

poster/gambar. Media poster/gambar tersebut berupa himbauan-himbauan 

berperilaku baik, larangan berbuat suatu keburukan, serta aturan-aturan yang 

harus dilaksanakan. Media poster/gambar di pasang di beberapa tempat yaitu di 

tembok kamar/sel bagian luar, di jalan utama menuju perpustakaan, di tembok-

tembok luar ruangan/ kantor administrasi. Pendekatan konseling dilakukan setiap 

saat jika dibutuhkan. Seksi bidang konseling sendiri mempunyai buku rekap 

konseling yang dinamakan Buku Konseling Narapidana Bimkemaswat. 

Penyediaan fasilitas perpustakaan sampai saat ini masih terus dikembangkan 

untuk dapat menunjang program pembinaan. 
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Gambar 15: Media sosialisasi gambar berisi tulisan terkait pencegahan HIV/AIDS 

Sumber : Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 15 Juni 2011 

 

3) Upaya-upaya untuk mengatasi kendala internal non fisik yang berasal dari 

Pelaksana Pembinaan  

a) Bekerjasama dengan instansi / Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak-

banyaknya 

Untuk mengatasi kendala kurangnya pembina kerohanian di Lapas 

Narkotika Yogyakarta, dilakukan kerjasama dengan pihak lain yang terkait guna 

menunjang Sumber Daya Manusia sebagai pembina kerohanian. Selain sebagai 

pembina kerohanian, diharapkan pula bagi petugas Lapas Narkotika Yogyakarta 

sendiri dapat belajar dari pembina kerohanian tersebut nantinya juga dapat 
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membina narapidana. Kerjasama-kerjasama dilakukan dengan berbagai instansi 

dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).  

Kerjasama yang sudah dilakukan antara lain:  

(1) Bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten Sleman berkenaan 

dengan pembinaan narapidana yang beragama Islam, Nasrani, dan Budha. 

(2) Bekerjasama dengan Islamic Centre untuk pembinaan agama Islam 

(3) Bekerjasama dengan Pondok pesantren Al Munawir Krapyak untuk 

pembinaan agama Islam 

 

b) Upaya diskusi antara Kasubsi Bidang Pembinaan dan Kasubsi Bidang 

Keamanan 

Untuk mengatasi kendala komunikasi yang kurang baik antara Kasubsi 

Bidang Pembinaan dan Kasubsi Bidang Keamanan dilakukan upaya diskusi antar 

bidang tersebut agar ditemukan kebijakan yang paling baik. Diskusi dilakukan 

dalam rapat umum yang dipimpin oleh Kepala Lapas Narkotika Yogyakarta. Hasil 

dari diskusi tersebut sejauh ini, Kasubsi Bidang Keamanan memberikan waktu 

yang lebih untuk pembinaan pada event-event tertentu, misalnya pada Bulan 

Ramadhan dan Peringatan Hari Besar Agama.  

 

c) Penegakan komitmen petugas 

Petugas lembaga pemasyarakatan yang kurang memberikan contoh teladan 

bagi narapidana, sejauh ini diatasi dengan berbagai hal. Dalam penegakan 

komitmen petugas di Lapas Narkotika Yogyakarta dilakukan hal-hal berikut ini  
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d) Membuat pernyataan/ Pakta Integritas 

e) Setiap tanggal 17 diadakan upacara bendera 

f) Peningkatan mental dan motivasi melalui training motivasi bagi petugas Lapas 

g) Sosialisasi Narkoba (POLDA DIY) 

h) Edukasi narkoba dan HIV/AIDS (Yayasan Kembang) 

i) Setiap awal bulan diadakan rapat pegawai dan  pengarahan oleh Kepala Lapas 

/ pejabat lainnya 

Selain hal tersebut juga dilakukan pemasangan media tulisan yang di 

letakkan di dinding tentang kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil, hal ini 

secara umum dapat mengingatkan para petugas Lapas Narkotika Yogyakarta 

untuk mematuhi kewajiban dan tidak melakukan larangan sebagai Pegawai Negeri 

Sipil sehingga dapat berkelakun baik dan menjadi teladan bagi narapidana. Selain 

menggunakan media tersebut, upaya lain yang dilakukan adalah melalui Surat 

Edaran berupa himbauan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Petugas 

Pemasyarakatan. Lapas juga selalu menjaga terciptanya hubungan yang harmonis 

antara atasan dan bawahan. Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta sebagian besar 

pegawai baru. Untuk meningkatkan Kualitas baik dari segi pengetahuan dan 

pengalaman tentu saja perlu diintensifkan keikutsertaan Petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta dalam berbagai pendidikan dan 

pelatihan baik itu yang bersifat teknis maupun administratif. 
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Gambar 16 : Media sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II 

Kewajiban dan Larangan 

 

Sumber : Hasil pengambilan peneliti pada tanggal 15 Juni 2011 

 

2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal 

a. Memutus ketergantungan terhadap narkotika melalui rehabilitasi, pembinaan 

dan pencegahan pemakaian narkotika di dalam lapas 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika jauh-jauh hari sudah meminimalisir kendala 

yang tergolong sangat berat yaitu kembalinya mantan narapidana ke lingkungan 

penyalahguna narkotika seperti semula. Sejak berada di lingkungan Lapas 

Narkotika Yogyakarta sudah dibiasakan pembinaan keagamaan sebagai bekal agar 

dapat meninggalkan komunitas pengguna narkotika. Hal yang juga penting adalah 

melakukan pencegahan masuknya narkotika ke dalam lapas. Hal ini dilakukan 

agar narapidana dapat menghilangkan ketergantungan bagi pemakai narkotika 

sekaligus menunjang keberhasilan rehabilitasi yang dilakukan oleh Lapas 
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Narkotika Yogyakarta. Selain itu, diupayakan juga melalui himbauan yang 

terdapat pada poster/tulisan/gambar terkait dampak narkotika. Berikut ini 

penjelasan lebih rinci mengenai proses yang dilakukan dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkotika di dalam lapas sejak narapidana masuk menjadi warga 

binaan Lapas Narkotika Yogyakarta: 

1) Penerimaan Warga Binaan Baru:  

a) Penggeledahan badan 

b) Pemeriksaan kesehatan 

c) Registrasi 

d) Penyerahan barang inventaris 

e) Penitipan barang milik 

f) Penempatan kamar/pavilion 

g) Proses mapenaling (Hak, Kewajiban, Larangan) 

2) Kunjungan : 

a) Penggeledahan pengunjung 

b) Tempat kunjungan bersekat 

c) Pengunjung dilarang memberikan barang kepada Warga Binaan 

Pemasyarakatan kecuali uang yang diterimakan/dititipkan di Sub seksi 

Registrasi 

d) Kunjungan diberikan dalam waktu yang ditentukan dan diawasi petugas 

3) Sebelum masuk area kamar/paviliun Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat 

area steril barang terlarang (termasuk handphone petugas) 
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4) Keperluan sehari-hari Warga Binaan Pemasyarakatan disediakan oleh kantin 

lapas  

5) Penggeledahan berkala dan insidentil diadakan pada kamar/paviliun Warga 

Binaan Pemasyarakatan  

6) Disediakan wartel sebagai alat komunikasi yang diawasi petugas    

Dengan demikian terputuslah narapidana dengan hal-hal terkait dengan 

narkotika, sehingga setelah keluar lapas pun tidak berhubungan lagi dengan 

komunitas terdahulu. 

 

b. Melakukan kerjasama yang baik dengan aparat hukum dan instansi lain yang 

terkait 

Sistem pengawasan hanya pada saat narapidana berada di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan juga merupakan kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi hal 

tersebut seperti  uraian pada poin sebelumnya, pihak Lapas Narkotika Yogyakarta 

berupaya memutus ketergantungan terhadap narkotika melalui rehabilitasi, 

pembinaan dan pencegahan pemakaian narkotika di dalam lapas. Upaya ini 

diharapkan dapat mencegah residivis kasus narkotika walaupun sudah tidak 

diawasi langsung oleh lembaga pemasyarakatan. Selain hal tersebut pihak Lapas 

Narkotika Yogyakarta juga berupaya untuk selalu menjalin hubungan kerjasama 

yang baik dengan aparat hukum dan instansi lain yang terkait, seperti kepolisian 

guna melakukan pengawasan terhadap mantan narapidana.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembinaan Narapidana 

Melalui Pendidikan Agama Sebagai Upaya Mencegah Munculnya Residivis di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan pembinaan narapidana melalui pendidikan agama sebagai upaya 

mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta dilakukan melalui kerja sama dengan Kementrian Agama 

Kabupaten Sleman dan pondok pesantren. 

a. Pembinaan yang merupakan kerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten 

Sleman dilakukan kepada: 

1) Narapidana yang beragama Islam melalui pembinaan dengan cara sholat 

berjamaah dhuhur, ashar dan sholat Jum’at; ceramah keagamaan; 

pembelajaran iqra’; pembelajaran qira’ah; belajar kultum; Ramadhan di 

Lembaga Pemasyarakatan; dan peringatan hari besar agama Islam. Pembinaan 

kerohanian bagi narapidana Islam dapat dikatakan  mempunyai alokasi waktu  

lebih banyak jika dibandingkan dengan pembinaan kerohanian bagi agama 

lainnya karena mayoritas narapidana beragama Islam. 
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2) Narapidana yang beragama Kristen dan Katholik melalui pembinaan yang 

dilakukan dengan cara persekutuan/ibadat, pendampingan, pemahaman Al 

Kitab,  Natal bersama warga binaan, serta kunjungan kasih.  

3) Narapidana yang beragama Budha dilaksanakan dengan metode konseling 

karena narapidana yang beragama Budha hanya satu orang. Cara pembinaan 

dilakukan dengan sembahyang ke Wihara, pemahaman kitab, pembahasan 

perilaku baik sesuai ajaran agama Budha, serta pemberian kesempatan untuk 

merayakan hari besar keagamaan.   

b. Pembinaan yang merupakan kerjasama dengan pondok pesantren dikhususkan 

kepada narapidana yang beragama Islam. Pembinaan dilakukan dengan 

metode ceramah, diskusi dan tanya jawab secara klasikal.  

 

2. Kendala-kendala pembinaan narapidana melalui pendidikan agama sebagai 

upaya mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta  yaitu kendala internal dan kendala eksternal. 

a) Kendala internal (berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta),  berupa kendala internal fisik dan non fisik.  Kendala internal 

fisik (sarana dan prasarana) berupa kurangnya buku-buku keagamaan dan 

kurangnya sarana kelas. Kendala internal non fisik berasal dari narapidana 

sebagai warga binaan, pelaksanaan pembinaan dan pelaksana pembinaan. 

Kendala internal non fisik yang berasal dari narapidana yaitu minat narapidana 

untuk membaca rendah dan narapidana mengikuti pembinaan bukan karena 

kesadaran untuk memperbaiki diri; kendala yang berasal dari pelaksanaan 
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pembinaan antara lain: pembinaan keagamaan terhadap narapidana belum 

optimal karena pergantian peserta pembinaan keagamaan yang cepat, 

pembinaan yang dilakukan tidak menggunakan kurikulum, belum ada 

pembinaan narapidana melalui pendidikan agama bagi narapidana perempuan 

yang beragama Islam, alokasi waktu pembinaan bagi narapidana melalui 

pendidikan agama masih kurang; sedangkan kendala yang berasal dari pihak 

pelaksana dalam hal ini Lapas Narkotika Yogyakarta adalah kurangnya 

keahlian petugas dalam pembinaan kerohanian di Lapas Narkotika 

Yogyakarta, komunikasi yang kurang baik antara Kasubsi Bidang Pembinaan 

dan Kasubsi Bidang Keamanan, serta petugas lembaga pemasyarakatan 

kurang memberikan contoh teladan. 

b) Kendala eksternal (yang berasal dari pihak luar) yaitu ketika narapidana bebas 

dari lembaga pemasyarakatan dimungkinkan kembali ke lingkungan 

penyalahguna narkotika seperti semula dan sistem pengawasan hanya pada 

saat narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan.   

 

3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dalam mengatasi 

kendala-kendala dalam pembinaan narapidana melalui pendidikan agama 

untuk mencegah munculnya residivis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Yogyakarta 

a. Upaya Lapas Narkotika Yogyakarta untuk mengatasi kendala-kendala internal 

fisik yaitu dengan pengadaan buku-buku keagamaan dan mempercepat proses 

administrasi pengadaan kelas. Upaya Lapas Narkotika Yogyakarta untuk 
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mengatasi kendala-kendala internal non fisik yang berasal dari narapidana 

sebagai warga binaan yaitu dengan penyediaan waktu khusus bagi narapidana 

untuk berkunjung ke perpustakaan dan meningkatkan kesadaran narapidana 

dalam mengikuti pembinaan dengan mengoptimalkan penyadaran dalam 

setiap pembinaan yang dilakukan. Upaya untuk mengatasi kendala non fisik 

yang berasal dari pelaksanaan pembinaan yaitu dengan melakukan pendekatan 

khusus kepada narapidana di luar pembinaan secara umum, melakukan 

perencanaan pembuatan kurikulum, menggunakan pendekatan personal 

kepada narapidana perempuan, menggunakan pendekatan konseling, media 

poster/gambar, serta penyediaan fasilitas perpustakaan. Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala internal non fisik yang berasal dari pelaksana 

pembinaan yaitu dengan cara bekerjasama dengan instansi / Lembaga 

Swadaya Masyarakat sebanyak-banyaknya, upaya diskusi antara Kasubsi 

Bidang Pembinaan dan Kasubsi Bidang Keamanan, serta penegakan 

komitmen petugas. 

b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan 

memutus ketergantungan terhadap narkotika melalui rehabilitasi, pembinaan 

dan pencegahan pemakaian narkotika di dalam lapas; serta melakukan 

kerjasama dengan aparat hukum dan instansi lain yang terkait. 
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B. Saran 

1. Bagi Lapas Narkotika Yogyakarta 

a. Perlunya kerjasama dengan pondok pesantren terkait metode pembinaan 

keagamaan yang lebih efektif dalam pencegahan residivis bukan hanya dengan 

metode ceramah tetapi dengan metode terapi fisik kerohanian seperti yang 

sudah dipraktikan di beberapa pusat rehabilitasi berbasis pondok pesantren. 

b. Perlunya pembuatan kurikulum pembinaan agar pelaksanaan pembinaan lebih  

terarah. 

c. Perlunya sikap tegas Kepala Lapas dan juga sikap saling menasehati  atau 

mengingatkan sesama petugas lapas dalam perbaikan sikap petugas lapas agar 

tidak menjadi contoh buruk bagi narapidana. Pejabat dengan struktur lebih 

tinggi harus memberi contoh pada bawahaannya. 

d. Perlunya komunikasi efektif antar bidang untuk menghindari perbedaan 

pandangan sehingga merugikan masing-masing bidang dalam organisasi lapas.  

e. Perlu dicari atau direkomendasikan orang-orang yang mempunyai kualitas 

dalam pembinaan kerohanian untuk menjadi pegawai tetap di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika, jadi tidak hanya mengandalkan kerjasama dengan 

pihak lain secara keseluruhan dalam pembinaan kerohanian.  

f. Perlunya petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta / pembina 

kerohanian tidak memutus tali silaturrahim kepada narapidana yang sudah 

habis masa pidananya, hal ini bertujuan untuk mencegah mantan narapidana 

tersebut agar tidak kembali ke lingkungan semula. 
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2. Bagi Narapidana 

a. Hendaknya selalu berupaya meningkatkan kedekatan terhadap Tuhan dengan 

kesadaran sendiri 

b. Hendaknya meningkatkan minat baca agar mendapatkan ilmu yang berguna 

untuk mencegah pengulangan perbuatan pidana 

c. Hendaknya tidak memutus tali persaudaraan dengan petugas Lapas agar dapat 

menambah saudara yang dapat selalu mengingatkan pada jalan kebaikan 

d. Hendaknya tidak berpikir untuk kembali ke lingkungan penyalahguna 

narkotika apalagi berhubungan dengan komunitas tersebut setelah keluar dari 

lembaga pemasyarakatan. 

 

3. Bagi Pemerintah  dan  Masyarakat 

a. Hendaknya memperhatikan lebih serius terhadap pencegahan residivis kasus 

penyalahgunaan narkotika dengan terus mendukung dan membantu 

kelancaran program pembinaan narapidana di semua lembaga 

pemasyarakatan. 

b. Bagi masyarakat pada umumnya, hendaknya selalu mewaspadai bahwa 

penyalahgunaan narkotika adalah hal yang dapat merusak moral generasi 

bangsa. Oleh karena itu perlu penanaman nilai keagamaan sejak kecil di 

lingkungan keluarga dan masyarakat agar terhindar dari pergaulan yang buruk 

dan penyalahgunaan narkotika. 

 

 


